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BABI PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dlam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan
untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa
depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat
digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5
sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001). Sedangkan dalam pemerintah
daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA atau Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara
pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :” Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan
“‘Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
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Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dan
dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : "Renstra
SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan,
program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang
ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, pada Pasal 272 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Perangkat
Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan
“‘Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah”. Selain yang ditunjukkan dalam Undang-Undang
tersebut, pada Undang-Undang lainnya terutama pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dijelaskan
dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dengan memperhatikan uraian-uraian pengertian diatas maka dapat
disimpulkan bahwa Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan

Ruang Kota Banjarbaru merupakan dokumen Perencanaan Strategis Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Banjarbaru untuk periode
Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan SKPD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Banjarbaru yang selaras
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Fungsi Renstra SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banjarbaru menguraikan rincian daftar program, kegiatan dan sub
kegiatan serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja yang semuanya dapat
berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjabaru yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dapat dinyatakan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah sangat dibutuhkan sebuah satuan kerja perangkat daerah karena :

1. Sebagai terjemahan praktis dari tujuan dan sasaran PD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional PD.

3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan
PD.

4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan SKPD dalam periode

lima tahunan.

5. Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis PD.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru
melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan membutuhkan proses kajian yang
mendalam. Adapun tahapan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai
berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru



2. Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

3. Tahapan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis PD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

4. Tahapan penetapan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banjarbaru

1.1.4. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD
Untuk mengetahui keterkaitan antara Renstra SKPD dengan
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja
SKPD dijelaskan dalam Gambar 1.1 berikut ini :
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Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPIJMD

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 ini, sejumlah
peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum yakni antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat Il Banjarbaru.



b.

d.

e.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 3).
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32)
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
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k. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian
Tugas Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

|. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangungan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud dan Tujuan
Maksud

Rencana Awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021
— 2026 Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan maksud sebagai landasan untuk
melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya
visi, misi dan program yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota
Kota Banjarbaru di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dimaksudkan
untuk menghasilkan suatu rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat
terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi acuan dan pedoman
resmi seluruh Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu,
Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang

dilaksanakan secara berjenjang.



1.3.2. Tujuan

1.4.

Berdasarkan maksud di atas penyusunan Rencana Strategis PD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini

bertujuan untuk :

a.

Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke dalam strategi
pembangunan yang terarah, terinci, terukur dan integratif sehingga dapat
diimplementasikan sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi
terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru.

Mewujudkan proses administrasi yang sehat dalam penyelenggaraan

pemerintahan maupun pembangunan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

adalah :

BAB |. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan



BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIIl. PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Banjarbaru.

2.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan
dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum, sesuai
dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

e. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.



2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
b. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
b. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.
6. Bidang Pengembangan Konstruksi , terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
b. Seksi Pemelihara Peralatan dan Uji Mutu
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat di bawah ini :
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BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DA
PENATAAN RUANG KOTA

KEPALA DINAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA
BEANJARBARU

NOMOR

: 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Oktober 2016

BANJARBARU
SEKRETARIS
Femm——————————— ]
[
KELOMFPOEK 1
JABATAN 1
FUNGSIONAL I
I SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
[
||
l---——-————————-'I"-——————-————J——-I-————————-——r—————-——-——————-l
[ [ [ 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN
BINA MARGA CIPTA KARYA SUMBER DAYA AIR TATA RUANG KONSTRUKSI
1 ] ] | |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
|| PEMBANGUNAN JALAN PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN PEMBINAAN USAHA
DAN JEMBATAN PRASARANA PERMUKIMAN PRASARANA IRIGASI, PENATAAN RUANG JASA KONSTRUKSI
DAN BANGUNAN GEDUNG DANAU DAN RAWA
L PEMELIHSPFRISSE;N JALAN - AIR Biﬁl:{ISg?IFI DAN SEKSI SEKSI PERAIS.E;{ASI{\I DAN
DAN JEMBATAN DENYEHATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN, pnipeelepiisahie
INGKUNGAN PRASARANA SUNGAIDAN PENGENDALIAN DAN
WADUK EVALUASI TATA RUANG
KETERANGAN :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi
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2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru saat ini memiliki
sumber daya manusia sebanyak 75 orang yang terdiri dari 45 orang PNS, 30 orang
PTT/Tenaga Kontrak.

Berdasarkan eseloning yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru maka jumlah pejabat eselon 2.b sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon
eselon 3.a sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon 3.b sebanyak 5 (lima) orang, dan pejabat
eselon 4.a sebanyak 13 (tiga belas) orang. Secara rinci bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1.1. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Eselon
No Eselon Jumlah Keterangan

1. Il 1 orang
2. 1] 6 orang
3. \Y% 13 orang
Jumlah 20 orang
Jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru berdasarkan golongan ruang yang dimiliki yaitu Golongan ruang IV.c sebanyak
2 (dua) orang, Golongan ruang VI.b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan ruang Vl.a sebanyak
8 (delapan) orang. Adapun pegawai yang mempunyai Golongan ruang lll sebanyak 28 (dua
puluh delapan) orang, Golongan ruang Il sebanyak 5 (lima) orang, dan pegawai yang
mempunyai Golongan ruang 1 sebanyak 1 (satu) orang. Secara rinci bisa dilihat pada tabel
berikut ini :
Berdasarkan jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru maka berdasarkan golongan ruang terdapat 11 (sebelas) orang yang
mempunyai golongan IV, 28 (dua puluh delapan) orang mempunyai golongan Ill, 5 (lima)
orang mempunyai golongan ruang Il, dan 1 (satu) orang mempunyai golongan |I. Secara
rinci bisa dilihat pada table berikut ini :
Tabel 2.2.1.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1. v 11 orang
2. 1] 28 orang
3. Il 5 orang
4. I 1 orang

Jumlah 45 orang
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Tabel 2.2.1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian
\[o] Status Jumlah Keterangan
1. Pegawai Negeri Sipil 45 orang
2. Pegawai Tidak 33 orang
Tetap/Tenaga Kontrak
Jumlah 78 orang
Tabel 2.2.1.4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1. Pasca Sarjana (S2) 14 orang  Laki-Laki : 5 orang
Perempuan : 9 orang
2. Sarjana (S1)/DIV 44 orang  Laki-Laki : 23 orang
Perempuan : 21 orang
3. Sarjana Muda 7 orang Laki-Laki : 4 orang
(DlIN/Akademi Perempuan : 3 orang
4. SMA 12 orang  Laki-Laki: 7 orang
Perempuan : 5 orang
5. SD lorang  Laki-Laki: 1 orang

Perempuan : 0 orang

Jumlah 78 orang

Tabel 2.2.1.5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti

\[o] Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan

1. Diklatpim Tk. Il 1 orang Lulus

2. Diklatpim Tk.III 6 orang Lulus

3 Diklatpim Tk.IV 12 orang Lulus

Jumlah 19 orang
Tabel 2.2.1.6. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan

1. Laki-laki 44 orang PNS : 30 orang
PTT/Tenaga Kontrak : 14
orang

2. Perempuan 37 orang PNS : 18 orang
PTT/Tenaga Kontrak : 19
orang

Jumlah 81 orang
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Tabel 2.2.1.7. Daftar Asset / Modal Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru s/d Tahun 2020

Jumlah Barang /

Jenis Barang / Nama Barang

Register
1 2 3
1 | Aspalt Cutter 4 buah
2 | Air Conditioning Unit 7 buah
3 | Lemari Besi 9 buah
4 | Meja Makan 2 buah
5 | Kursi Rapat 20 buah
6 | Lemari Es 1 buah
7 | Dispenser 2 buah
8 | Televisi 2 buah
9 | Filling Besi/Metal 1 buah
10 | LCD Proyektor 1 buah
11 | Kursi Tamu 2 buah
12 | Kursi Putar 17 buah
13 | Kursi Lipat 12 buah
14 | Sofa 4 buah
15 | PC Unit/Komputer 10 buah
16 | Laptop 3 buah
17 | Printer 13 buah
18 | Meja Kerja 15 buah
19 | Kursi Kerja Pejabat Esselon Ili 1 buah
20 | Drill Machine 1 buah
21 | Concrete Hammer Test 2 buah
22 | Core Sampler 1 buah
23 | Meja Tamu Ruangan Biasa 1 buah
24 | Lensa Kamera 1 buah
25 | Papan Bergerak 1 buah

Jumlah 133buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Renstra SKPD Periode sebelumnya merupakan data dan informasi yang
menggambarkan pencapaian — pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD
Periode 2016 — 2021. Dalam Renstra SKPD Periode 2016 — 2021 bisa dilihat pada tabel
dibawah ini :



Rencana Strategis 202 1-2026 DiInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.3.1 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya

I. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Kualitas
Pelayanan Publik

1. | Terpenuhinya sistem pelaporan % 100,00 100,00 | 100,00
capaian kinerja dan keuangan

2. | Terpenuhinya pelayanan % 100,00 100,00 | 100,00
administrasi perkantoran

3. | Terpenuhinya  sarana  dan % 100,00 100,00 | 100,00
prasarana  aparatur  sesuai
kebutuhan

4. | Indeks kepuasan masyarakat| Opini Sangat Sangat | 100,00
bidang Tata Ruang Baik (82) | Baik (82)

5. |Indeks kepuasan masyarakat| Opini Sangat Sangat | 100,00
bidang Pengembangan Baik (82) | Baik (82)
Konstruksi

6. | Tersedianya layanan Informasi % 100,00 100,00 | 100,00

Usaha Jasa Konstruksi

Rata-rata capaian | 100,00

II. Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung
Konektivitas antar Wilayah

1. |Persentase panjang jalan dalam % 81,66 76,05 | 93,13
kondisi baik dan sedang
2. | Persentase konektivitas antar % 97,87 96,94 | 99,05

pusat kegiatan dan pusat
produksi di wilayah kota

Rata-rata capaian | 96,09

Ill. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan
merata
1. | Persentase Kepala Keluarga % 100,00 94,50 | 94,50

(KK) yang mendapatkan akses
air minum yang aman
2. | Persentase Kepala Keluarga % 96,93 100,00 | 103,17
(KK) yang terlayani sistem air
limbah yang memadai

Rata-rata capaian | 98,83

IV. Terselesaikannya Permasalahan Banjir dan Genangan

1. | Persentase saluran drainase % 88,30 71,70 | 81,20
yang berfungsi dengan baik

2. | Persentase penanganan titik % 60,00 60,00 | 100,00
rawan banjir

Rata-rata capaian 90,60
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V. Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Mendukung Produksi
Pertanian
1. | Persentase kinerja sistem irigasi % 74,87 72,80 | 97,23

Rata-rata capaian | 97,23
VI. Terwujudnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik yang Berkualitas

1. | Persentase sarana aparatur % 100,00 100,00 | 100,00
dalam kondisi baik

2. | Persentase sarana publik % 100,00 99,70 | 99,70
dalam kondisi baik

Rata-rata capaian | 99,85

VII. Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang Kota yang Konsisten
1. | Persentase jumlah  bobot % 100,00 100,00 | 100,00

dokumen teknis rencana tata
ruang yang telah disusun

2. | Prosentase penertiban pelang- % 100,00 100,00 | 100,00
garan pemanfaatan ruang

Rata-rata capaian | 100,00

VIIl. Meningkatkan Kualitas RTH Publik

1. | Persentase RTH publik yang % 10,28 10,28 | 100,00
tersedia

Rata-rata capaian | 100,00

Tabel 2.3.2 Realisasi Anggaran PD Periode sebelumnya

Kegiatan 1. Pembangunan 19.687.415.070,00 | 13.874.981.500,00 70,48
Jalan

Kegiatan 2. Pembangunan 2.348.934.730,00 1.880.230.250,00 80,05
Jembatan

Kegiatan 1. 208.360.115,00 33.542.600,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-Alat Berat

Kegiatan 1. 16.716.623.857,00 | 15.195.283.535,00 90,90
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
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Kegiatan 2. 54.039.938.262,00 | 54.039.929.050,00 | 100,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan (DID)

Kegiatan 3. 468.166.000,00 302.493.502,00 64,61
Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

Kegiatan 4. Perbaikan Jalan 6.488.115.300,00 | 6.367.065.800,00 98,13
Lingkungan

Kegiatan 5. Peningkatan 50.874.175.100,00 | 48.756.077.900,00 95,84
Jalan Lingkungan

Kegiatan 6. 4.185.488.400,00 | 4.131.274.000,00 98,70

Rehabilitasi/Pemeliharaan
Rutin Jalan dan Jembatan

Kegiatan 1 Pengembangan 4.859.361.800,00 4.604.350.800,00 94,75
Sistem Distribusi Air Minum

Kegiatan 2 Rehabilitasi / 1.149.314.000,00 1.090.168.000,00 94,85
Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Air Minum

Kegiatan 3 Peningkatan 17.959.999.000,00 | 17.940.031.200,00 99,89

Distribusi Penyediaan Air
Minum (DAK)

Kegiatan 1. Penyediaan
Sarana dan Prasarana Air
Limbah

2.106.398.900,00

2.069.975.400,00

98,27

Kegiatan 2.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Air
Limbah

507.728.950,00

484.477.000,00

95,42

Kegiatan 3. Penyediaan
Sarana dan Prasarana Air
Limbah (DAK)

507.728.950,00

484.477.000,00

95,42

Kegiatan 1. 1.510.200.000,00 1.413.920.200,00 93,62
Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan irigasi

Kegiatan 2. 32.343.008.568,00 | 29.298.287.804,00 90,59

Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan lIrigasi (DAK)




Rencana Strategis 202 1-2026 DiInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan 1. Peningkatan 17.984.855.800,00 | 13.702.354.950,00 76,19
Pengelolaan Sungai dan

SDA Lainnya

Kegiatan 2. 17.984.855.800,00 | 13.702.354.950,00 76,19

Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sungai dan SDA Lainnya

Kegiatan 1. Pembangunan 92.960.722.968,00 | 91.869.623.030,00 95,63
Fasilitas Umum
Kegiatan 2. Pemeliharaan 599.382.750,00 595.096.500,00 99,28

Rutin/Berkala Fasilitas
Umum

Kegiatan 1. Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

Kegiatan 2. Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

96.600.000,00

81.004.729,00

83,86

Kegiatan 3. Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

Kegiatan 4. Penyediaan Alat
Tulis Kantor

19.207.300,00

5.886.500,00

30,65

Kegiatan 5. Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

14.366.400,00

11.393.750,00

79,31

Kegiatan 6. Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

12.312.697,00

7.971.755,00

64,74

Kegiatan 7. Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan

5.397.000,00

5.280.000,00

97,83

Kegiatan 8. Penyediaan
Makanan dan Minuman

88.575.000,00

76.593.000,00

86,47

Kegiatan 9. Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah

416.976.000,00

355.237.489,00

85,19

Kegiatan 10. Penyediaan
Jasa Non PNS

Kegiatan 1. Pembangunan
Gedung Kantor

283.260.000,00

9.588.980.000,00

283.260.000,00

7.101.670.000,00

100,00

74,06

Kegiatan 2. Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor

42.500.000,00

34.150.000,00

80,35
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Kegiatan 3. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor

200.240.000,00

190.499.000,00

95,14

Kegiatan 4. Pengadaan
Mebeleur

209.765.000,00

206.756.200,00

98,57

Kegiatan 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas

210.110.000,00

57.524.000,00

27,38

Kegiatan 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

670.956.900,00

657.769.000,00

98,03

Kegiatan 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan

34.990.000,00

31.919.595,00

91,22

Kegiatan 8. Pemeliharaan
Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

202.200.000,00

168.939.714,00

83,55

Kegiatan 9. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

11.500.000,00

11.305.000,00

98,30

Kegiatan 10. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

13.500.000,00

13.470.000,00

99,78

Kegiatan 1. Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

27.247.500,00

21.784.500,00

79,95

Kegiatan 2. Penyusunan
Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan

34.317.000,00

21.154.500,00

61,64

Kegiatan 3. Perencanaan
dan Pelaporan Manajemen
Aset/Barang

Kegiatan 1. Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong

12.215.250,00

254.140.000,00

11.604.750,00

246.373.200,00

95,00

96,94

Kegiatan 2.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase Lingkungan

8.447.955.000,00

8.334.499.500,00

98,66

Kegiatan 3. Normalisasi
Drainase Jalan Kota

102.412.600,00

100.983.000,00

98,60

Kegiatan 4. Pembangunan
Drainase Jalan Kota

101.845.300,00

99.856.500,00

98,05




Kegiatan 5.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase Jalan Kota

Kegiatan 1. Penyusunan/
Pendataan Informasi Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)

8.187.911.850,00

25.360.000,00

8.167.326.750,00

6.472.000,00
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25,52

Kegiatan 2. Monitoring dan
Evaluasi Rekomendasi IUJK

32.864.000,00

3.975.000,00

12,10

Kegiatan 3. Pengendalian
dan Uji Mutu

Kegiatan 1. Perencanaan
dan Penataan RTH

Kegiatan 1. Penyusunan
Kebijakan tentang
Penyusunan Tata Ruang

57.368.000,00

3.225.797.500,00

1.207.106.000,00

39.281.500,00

3.168.601.180,00

997.821.000,00

68,47

Kegiatan 1. Penyusunan 138.081.500,00 90.106.950,00 65,26
Kebijakan Perizinan
Pemanfaatan Ruang
Kegiatan 2. Survei dan 137.480.000,00 131.046.000,00 95,32

Pemetaan untuk
Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan 1. Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

101.530.000,00

89.995.000,00

88,64




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional
dan peningkatan daya saing di dunia internasional , disamping sektor lain seperti minyak dan
gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan pimpinan dukungan serta
komitmen semua pihak untuk peningkatan pelayanan infrastruktur yang tepat, maka hal
tersebut diyakini sebagai peluang untuk pengembangan pelayanan khususnya pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang secara keseluruhan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
terus meningkat sehingga perlu disikapi dan direspon secara positif dalam rangka memenuhi
tuntunan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang. Hal tersebut menjadikan perhatian khusus Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan good governance dan untuk
meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan
penataan ruang.

Kondisi saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dirasa masih kurang optimal sehingga masih
terlihat masih banyaknya sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang
belum mantap dan belum tertangani secara optimal yang pada akhirnya dapat menghambat
tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan
ruang kepada masyarakat.

Berkaitan hal diatas perlu adanya langkah — langkah strategis guna pemecahan
masalah, dengan demikian dibutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional serta
berkomitmen guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang infrastruktur
pekerjaan umum dan penataan ruang yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta

kemampuan yang tersedia.



BABIlI PERMASALAHAN DAN IsU-ISU

3.1.

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
SKPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota
Banjarbaru. Adapun fungsi pelayanan SKPD Dinas PU&PR Kota Banjarbaru terutama
berkaitan terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang di wilayah Kota
Banjarbaru dalam kondisi baik dan terakses/terjangkau oleh seluruh masyarakat Kota
Banjarbaru. :

Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, aparatur
agar memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga
dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Desentralisasi
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-
luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah
satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan

pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka turut mempercepat proses pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan perencanaan yang akurat serta
diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mencapai target-
target yang hendak dicapai. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah dokumen
Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD. Merupakan dokumen yang berisi tentang
Program Strategi Pembangunan yang ingin diwujudkan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan.

Namun demikian penentuan target — target dan indikator kinerja Rencana Strategis
SKPD (Renstra SKPD) ini tentunya bukan tanpa masalah, pencapaian pembangunan
infrastruktur yang ingin dicapai dan tertuang di Renstra SKPD kadang tidak sesuai / mencapai

target yang telah ditetapkan.



Di samping itu juga, organisasi publik (dalam hal ini SKPD) seringkali dipersepsikan
sebagai organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab
utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu Pertama, lemahnya sisi indikator kinerja
dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Kedua, kurang jelasnya tugas pokok dan
fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja (Solihin, 2007). Akuntabilitas tidak hanya
ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting adalah pada saat
perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan menekankan pada pertanggungjawaban
penilaian kinerja pada tahap perencanaan (ex-ante), yakni sejauh mana perencanaan dapat
memberikan gambaran dan ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan
menetapkan pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau
memperjelas tentang what, how, who dan when suatu program dan kegiatan akan
dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan konsensus yang
dibangun oleh Stakeholders serta membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi

kinerja pembangunan.

Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah
keterbatasan pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur
kota yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan pendanaan pembangunan selalu berada di
atas kemampuan keuangan pemerintah daerah, sehingga untuk menghadapi permasalahan
pembangunan ini dibutuhkan sinergitas dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan

maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian/Lembaga.

Disamping permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, Kota Banjarbaru juga
kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang
terbaik.

Kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

1) Terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan sehingga pembangunan untuk
penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas belum dapat terlaksana secara
optimal. Demikian pula penyediaan RTH juga belum dapat tercapai sesuai ketentuan

karena anggaran untuk pengadaan lahan RTH dan pembangunannya terbatas,

2) Dinamika perkembangan kota yang pesat dan pertumbuhan lahan terbangun menyebabkan

berkurangnya luasan daerah resapan air/tutupan
3) Belum tersedianya dokumen rencana rinci tata ruang

4) Kendala birokrasi dan keterbatasan SDM



Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan pekerjaan umum adalah

sebagai berikut :

a. Masih kurangnya konektivitas menuju kawasan strategis.
b. Masih ditemukannya kawasan rawan banijir
c. Masih belum tercapainya RTH sesuai ketentuan

d. Masih belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota
dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk Tahun 2021-2026 adalah :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

MAJU adalah Komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah
lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah Terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi
pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah Sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan

ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut,
ditetapkan Misi Kota Banjarbaru untuk Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.

2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Dengan
Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-
2026 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.
Keterkaitan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru dengan
Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , yaitu :
Misi 2 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
Dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”.
Tujuan 1 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusi yang berkelanjutan, pada :

e Sasaran 4 yaitu Meningkatnya ketersediaan pangan Masyarakat



3.3.

e Sasaran 5 yaitu Meningkatnya infrastruktur kota yang Berkualitas
- Strategi 5.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Air
- Strategi 5.2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Strategi 5.3. Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah
- Strategi 5.4. Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
- Strategi 5.5. Meningkatkan Pengembangan Permukiman
- Strategi 5.6. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
- Strategi 5.7. Meningkatkan Penataan Bangunan & Lingkungan
- Strategi 5.8. Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan
- Strategi 5.9. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

- Strategi 5.10. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Misi ini diwujudkan untuk masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan
memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan
pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam
mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi
COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata,
pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan
kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah
berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan

infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan review Renstra K/L dan
Renstra SKPD Provinsi yang mencakup :
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L ;
Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas ;
c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD
Provinsi ; dan

d. Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode lima tahun mendatang.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024
merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan



tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—
2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional

Presiden Republik Indonesia ke-7.

TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi
yang hendak dituju di akhir periode perencanaan.Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta
dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran
nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat secara umum adalah mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam

kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan
kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic
nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup
manusialndonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,
kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,

transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level
stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh
hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu
meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi



penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan
antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi
kesejahteraan masyarakat. Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dapat lihat pada Gambar 3.1.

Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal yang
mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level
customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi;
konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan
pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat

memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi '

Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan
energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan
antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat

SS1. Meningkatnya keterpaduan $82. Meningkatnya $S3. Meningkatnya
pembangunaninfrastruktur PUPR dukungan kedaulatan dukungan konektivitas
antardaerah, antar sektor dan antar pangan dan ketahanan bagi penguatan daya
tingkat pemerintahan energi saing

S$84. Meningkatnya dukungan
layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan

i, i, P .

Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses :

KETERPADUAN PERENCANAAN , PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN

- $56. Meningkatnya < $$8. Meningkatnya ) SST1. Meningkatnya
$85. Meningkatnya keterpaduan ( Ketahanagn airy ) kemantapan jalan nasional pengendalian dan
perencanaan, pemrograman dan pengawasan internal

penganggaran

S9. Meningkatnya cakupan pelayanan
dan akses permukiman yang layak

=)

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan :

q i $515. Meningkatnyapengelolan regulasi
% lhmimgm],fﬁ.w sPsU1 ﬁ;ﬂ%’anemng:ﬁg:%: ¥ﬁg§? 8813. Meningkatnyainovasi dan layanan hukum, sarana prasaranadan
Y bgrkeplgbadian dan Berintegritas terapanbidang PUPR Teknologiinformasi

Gambar 3.1

Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal
proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu :

. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

. Meningkatnya ketahanan air.

. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

~N o 0o b~ WON

. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.



Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan
stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber
daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.

4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana
dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Tujuanl: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi
yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah,
terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan.

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi
nasional.

2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan
2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan
produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada
keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai
melalui sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang



layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan

dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui

sasaran strategis :

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan
perumahan.

b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya

manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta

penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai

melalui sasaran srategis, yaitu :

a . Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan
berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas.

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan
umum danperumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan

informasi publik, serta sarana dan prasarana

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai
pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif,
perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas

serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.



L

RPIM 1
(2005 — 2009)

RPIM 2
(2010 - 2014)

RPIM3
(2015 - 2019)

RPIM 4
(2020 - 2025)

Menata kembali dan
membangun Indonesia di
segala bidang yang ditujukan
untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan
damai, yang adil dan
demokratis dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya

Memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk
pengembangan kemampuan
ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing
perekonomian

Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus
meningkat

Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan
terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing

meningkat

(UU 17 TAHUN 2007)

Gambar 3.2

Tahapan Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum

dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:

(1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;

(2) setiap upaya meningkatkan kesejahteran,

kemakmuran, produktivitas tidak boleh
menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan

pembangunan;

(3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan

mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak
hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

. Dimensi pembangunan sektor unggulan.

Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan
kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai
modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi
sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan
kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan
keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional,

sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3.Dimensi pemerataan dan kewilayahan.



Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun
antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah

desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

>» NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;

2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas
tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;

3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas
rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi,
menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-
pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya
dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

>» TIGA (3) DIMENS| PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
MANUSIA SEKTOR UNGGULAN DAN KEWILAYAHAN
Pendidikan Kedaulatan Pangan Antarkelompok
Kesehatan Kedaulatan Energi & HETIEIEED
Perumahan RIS Antarwilayah: (1) Desa, (2)
Mental/Karakter Kemaritiman Plngigl:(an, (3) LuTalr Jawa,
Pariwisata dan Industri DD
) KONDISI PERLU
Pe:::afga:::&m Keomanan dan Politk dan Demokrasi Tata Kelola & RB
) QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Gambar 3.3.

3.3.1.1 ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian

agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan

pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :
A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu
dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan
1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan
pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah
berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan
infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan
baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai

melalui sasaran strategis:



1)

2)

3.3.2.

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program:
Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis
baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
b) Pengembangan kota baru dan cerdas (smart cities);
c) Peremajaan perkotaan melalui urban redevelopment/urban renewal
c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan
sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur
PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri
maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi :
a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman
pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7
Pulau/Kepulauan;
d) Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan,
kawasan strategis, kawasan perkotaan);
b) Evaluasi kinerja keterpaduan;

c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional dan Strategi Nasional

Beberapa area strategis yang potensial harus direspon dan/atau ditindaklanjuti
oleh kementerian ATR/BPN dalam lima tahun kedepan terkait dengan keberadaan

Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden, yang



berkaitan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Agenda ke Enam : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

Internasional.

Tabel . Arah Kebijakan Agenda ke Enam

serta jalan
kabupaten/ kota

serta
jalan Tol

Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strateqi
Membangun e Meningkatkan e Mempercepat e Penyusunan
Konektivitas kapasitas pembangunan regulasi
Nasional untuk sarana dan infrastruktur / pengadaan
Mencapai prasarana prasarana tanah
Keseimbangan transportasi dan transportasi
Pembangunan keterpaduan yang meliputi

system jalan nasional,
transportasi jalan provinsi

2. Agenda ke Tujuh : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor
Sektor Ekonomi Strategik.

Tabel . Arah Kebijakan Agenda ke Tujuh

lahan pangan
pertanian
berkelanjutan

beririgasi teknis

Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Kedaulatan e Tertatanya e Mengamankan e Pengendalian
Pangan fungsi kawasan lahan padi konversi.

Perluasan sawah
baru seluas 1 juta
hektar di luar Pulau
Jawa

¢ Memanfaatkan
lahan terlantar,
lahan matrijinal,
dan lahan bekas
pertambangan

Pelestarian
Sumber daya
alam,
lingkungan
hidup dan
pengelolaan
bencana
(Penanggulang
an bencana dan
pengurangan
resiko bencana

Meningkatkan
ketersediaan
regulasi tata ruang
yang efektif dan
harmonis

e Penyusunan
peraturan
perundangan
pengelolaan
ruang udara
nasional dan
regulasi
turunannya

e Harmonisasi
peraturan
perundangan
terkait Bidang
Tata Ruang

e Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
penataan
ruang, dengan
Strategi




B.

1.

Meningkatkan
pembinaan
kelembagaan
penataan ruang,
untuk mendukung
pengendalian
pemanfaatan ruang

Pembangunan
sistem informasi
penataan ruang
yang terintegrasi;

e pembentukan
perangkat
PPNS yang
handal dengan
menyusun
pedoman
perlindungan
PPNS Bidang
Tata Ruang;
serta

e membuka
partisipasi
publik melalui
pembentukan
forum
masyarakat dan
dunia usaha
untuk
pengendalian
pemanfaatan
ruang yang
optimal

Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
penataan ruang

e peningkatan
kualitas
produk dan
penyelesaian
serta
peninjauan
kembali RTR

e percepatan
penyediaan data
pendukung
pelaksanaan
penataan ruang
yang mutakhir
termasuk peta

skala 1:5000
untuk RDTR

Penataan Ruang

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian ATR/BPN

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan

Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan

infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut,

kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk




pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan
perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada
penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang,
penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata
Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas,
dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme
dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan

fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata
ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel
positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan
pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam
bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah
dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-
georefensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.
3. Pengadaan Tanah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1
Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik
di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu

dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan
pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah,
dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda
pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu
dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan
informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar

memudahkan di dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

C. Kerangka Regulasi

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis berjalan sesuai rencana dan

skenario yang dibangun, akan dilakukan regulasi dengan kerangka sebagai berikut :



Tabel 9. Kerangka Regulasi

Peraturan . Kelembagaan
No Perundangan Isu Pokok Materi Bahasan (Pihak Te?kait)
1 Undang-Undang |Implementasi Peraturan
Nomor 26 penataan ruang di Pemerintah,
Tahun 2007 lapangan; Peraturan
tentang Presiden dan
Penataan e Percepatan Peraturan Menteri
Ruang, penyelesaian berupa norma,
Peraturan standar, prosedur
Peraturan Presiden tentang dan

Pemerintah Nomor
26 tahun

2008 tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Nasional

Peraturan
Pemerintah
Nomor 15

Tahun 2010
tentang
Penyelenggaaraan
Penataan Ruang

Rencana Tata
Ruang
Pulau/Kepulauan,
Kawasan Strategis
Nasional

e Percepatan RTRW

Provinsi/Kabupaten
/Kota

kriteria (NSPK)
di bidang penataan
ruang




D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan arah kebijakan dan strategi nasional,

maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN

dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah

ditetapkan program-program dan penanggungjawab program:

Tabel 10. Penangungjawab Program

No Program Penangungjawab
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN Sekretariat Jenderal
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian ATR/BPN
3 Pengawasan dan Peningkatan Inspektorat Jenderal
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
ATR/BPN
4 Perencanaan Tata Ruang dan Direktorat Jenderal
Pemanfaatan Ruang Tata ruang
5 Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan Direktorat Jenderal
Infrastruktur
Keagrarian
6 Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan Direktorat Jenderal
Penataan Hubungan
Hukum Agraria
7 Penataan Agraria Direktorat Jenderal
Penataan Agraria
8 Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah
9 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal
dan Penguasaan Tanah Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan
Tanah
10 | Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang | Direktorat Jenderal
Penanganan Masalah




3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Kalimantan Selatan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 — 2020 memuat visi, misi,
tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang
pekerjaan umum di provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut disusun
berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan,
serta isu — isu dan faktor strategis selama 5 (lima) tahun yang akan
datang, baik pada tingkat global, nasional, provinsi Kalimantan Selatan,
maupun tingkat kabupaten/kota serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai
pada periode tahun tersebut.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas
PU Prov Kalsel Tahun 2016 — 2020 adalah dokumen perencanaan 5 (lima)
tahun untuk menjadi dasar program dan Kkegiatan ke-PU-an yang
berkelanjutan. Adanya perubahan pola aspirasi dari masyarakat bawah,
mendorong pembangunan di daerah dimulai dari kearifan dan budaya lokal,
bersumber dari kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menciptakan suatu
situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi
daerah unggulan.Dimana pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan
prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan.

Penyusunan Renstra Dinas PU Prov Kalsel dimaksudkan untuk
menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan
dan strategi ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode Tahun
2016 — 2020 sebagai indikator kinerja dan alat bantu dalam melaksanakan
tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
PU Prov Kalsel.

Tujuan Renstra Dinas PU Prov Kalsel 2016 — 2020 bertujuan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan,
sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PU Prov Kalsel, yang disesuaikan

dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada



kebijakan tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan jangka
Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan.

VISI, MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2016-2020 :

“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri dan Berdaya Saing”

maka dalam kerangka mendukung pencapaian visi itu, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi Tahun 2016-2020
adalah:
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkualitas dan Handal
Secara Berkelanjutan Dalam Mendukung Kalsel Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri dan Berdaya Saing”

dengan pengertian sebagai berikut :

Infrastruktur mencakup seluruh prasarana dan sarana ke-PU-an, termasuk prasarana
sarana dasar sanitasi dan air minum yang berkualitas dan handal untuk meningkatkan
daya saing dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.Kondisi dan kualitas
pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta
kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan
keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berwawasan serta ramah
lingkungan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan tata

ruang yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta

kesekertariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan



terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan
yang ketat.

2. Mempercepat pembangunan bidang ke-PU-an dan tata ruang yang berwawasan
dan ramah lingkungan.

3. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan usaha/ penyedia jasa
konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an dan

tata ruang.

Oleh karena itu pembangunan ke-PU-an dan tata ruang bertujuan agar masyarakat
menikmati hasil pembangunan infrastruktur, terutama prasarana dan sarana
sumberdaya air, jalan dan jembatan, prasarana dan sarana cipta karya serta
lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kualitas, derajat hidup dan
kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan masalah kelestarian sumber
daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan
tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang
untuk turut menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong
kegiatan di sektor riil lainnya yang nantinya membuka kesempatan kerja dan
berusaha.
1. Strateqi

a. Strategi kebijakan pembangunan wilayah, merupakan upaya untuk
membentuk struktur ruang melalui pembangunan sistem prasarana primer
jalan dan pengairan guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi
dan seimbang mendukung sektor-sektor pertanian, perkebunan,
pertambangan, industri dan pariwisata agar berkembang berintegrasi, sesuai
potensi dan daya dukung sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumber
daya manusia yang ada dan yang dikembangkan.

b. Strategi kebijakan pembangunan perkotaan, ditujukan untuk membentuk
struktur ruang melalui keterpaduan pembangunan jaringan prasarana kota
guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang secara optimal, efektif dan efisien
dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayabh.

c. Strategi kebijaksanaan pembangunan perdesaan. Pada skala kawasan

permukiman pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan



umum dengan pola program pembangunan prasarana desa/kelurahan

terpadu diprioritaskan pada desa-desa pusat pertumbuhan, desa-desa

penyangga, desa miskin dan terisolir dengan meningkatkan fasilitas

prasarana desa melalui pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan

masyarakat.

1) Strategi Sumberdaya Air

Meneruskan pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air.
Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan
sarana irigasi yang telah dibangun baik teknis, sederhana dan irigasi
desa.

Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan
sarana rawa yang dibangun baik rawa pasang surut maupun non
pasang surut.

Meminimalkan dampak akibat daya rusak air.

Membangun sistem informasi sumberdaya air yang handal.

2) Strategi Bina Marga

Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan
jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu
lintas sesuai volume yang terus berkembang.

Meminimalkan jalan-jalan kritis yang masih ada, dan berusaha
meningkatkan panjang jalan yang berstatus tidak mantap menjadi
mantap.

Membangun jalan/ jembatan baru dalam mengimbangi pertumbuhan
lalu lintas dan perkembangan wilayah.

Dalam menyelesaikan sasaran pembangunan diusahakan menempuh
cara tahapan, sasaran fungsional tidak perlu dicapai sekaligus
melainkan secara bertahap sehingga sebelum sasaran keseluruhan
dapat diselesaikan pada tahun-tahun pertama pembangunan
prasarana telah berfungsi.

Dalam memenuhi standar pembangunan ditempuh cara pertahapan
artinya persyaratan standar teknis terbaik akan dicapai secara

bertahap.



3) Strategi Bidang Cipta Karya

Melaksanakan kebijakan dan strategi perkotaan nasional yang akan
memberikan arah yang jelas dan terukur bagi perencanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.

Meningkatkan koordinasi pengaturan, integrasi, perencanaan dan
sinkronisasi program dan penganggaran berdasarkan skala prioritas
dengan pemerintah pusat dan kabupaten/ kota dalam rangka dukungan
penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur
perkotaan sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan kota,
dan penyusunan rencana program investasi yang terpadu antara
pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan bidang cipta
karya

Mendukung peningkatan pembangunan prasarana dan sarana
permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi
kota sebagai pusat kegiatan nasional, wilayah dan strategis nasional
serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah perdesaan

Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukiman di
kawasan agropolitan, minapolitan sejalan dengan upaya pemerataan
pembangunan

Mengembangan parsaran dan sarana permukiman untuk mewujudkan
kawasan permukiman yang ramah lingkungan termasuk RTH
Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukimnan yang
dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi local
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta penyebarluasan
informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat di bidang cipta
karya

Menumbuhkan prakarsa, meningkatkan peranserta masyarakat dan
mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan
ciptakarya.

Mengembangkan industri serta produksi bahan bangunan yang
memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan-bahan

setempat.



4) Strategi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi

Pengembangan Jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat berbasis tata ruang

Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan pusat-pusat
pelayanan kawasan strategis

Pengembangan SDM, perangkat dan kelembagaan perencanaan
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kws
strategis dan perkotaan

Peningkatan koordinasi pengelolaan sumber daya ruang antar wilayah
dan antar sector diantara para pemengku kepentingan

Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa
konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa
konstruksi

Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan
jasa konstruksi

Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan
penyedia jasa konstruksi

5) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi

Meningkatkan peran dan kompetensi laboratorium pengujian
Mengembangkan penelitian teknologi konstruksi yang adaptif terhadap
potensi local kalsel

Meningkatkan pengembangan dan pelayanan informasi teknologi

konstruksi.

6) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi

Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya (manusia dan
peralatan) Laboratorium Pengujian

Peningkatan akreditasi Laboratorium Pengujian

Peningkatan pengembangan pengkajian/penelitian teknologi konstruksi
yang berdaptasi terhadap potensi lokal

Peningkatan pelayanan informasi konstruksi



2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1.

Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana
irigasi / rawa yang telah terbangun baik teknis, sederhana dan irigasi desa.
Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan dalam pelayanan/
pengelolaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya,
sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang
terus berkembang.

Meningkatkan kualitas hunian, lingkungan bersih dan sehat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan
kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaran dan penyedia jasa konstruksi
untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an serta
penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

Meningkatkan pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi serta

pelayaan informasi konstruksi

TABEL 3.3.2.1
SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN
Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran
Kebijakan Program

Meningkatkan Mengoptimalkan koordinasi | Pelayanan Administrasi Perkantoran
pelayanan perangkat perencanaan dengan unit | Peningkatan Sarana & Prasarana
kebijakan, pedoman terkait dalam rangka | Aparatur
rencana pembangunan mewujudkan program | Peningkatan Disiplin Aparatur
dan evaluasi program pembangunan Pembangunan Sistem Informasi
administrasi Dinas PU Database ke-PU-an
Meningkatkan Meningkatkan peranan tata | Program Penataan Ruang
Keterpaduan ruang kawasan sebagai arah
pengembangan kebijakan pembangunan
infarstruktur KSP bidang pekerjaan umum




Sasaran

Cara Mencapai Tujuan & Sasaran

Kebijakan

Program

Pengurangan kesenjangan
pembangunan dan
pengembangan wilayah.
Pengendalian perkembangan
kegiatan budidaya agar tidak
melampaui daya dukung dan
tampung lingkungan.
Pengembangan
peningkatan fungsi

nasional

dan
kawasan
perekonomian wilayah yang
produktif, efisien dan mampu
bersaing dalam perekonomian

Meningkatkan
Infrastruktur sumber
daya air untuk
mendukung
pendayagunaan sumber
daya air serta
pengendalian daya
rusak air

Meneruskan pembangunan
Prasarana & Sarana
pekrerjaan umum bidang
pengairan

Mempertahankan &
mengoptimalkan
pemberdayaan bangunan
irigasi/rawa yang telah
terbangun

Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan, Jaringan
Irigasi, Rawa, Sungai, Pantai, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya

Meningkatkan
infrastruktur
Transportasi
(jalan/jembatan) yang
terintegrasi dan
berkualitas yang
mendukung pergerakan
orang, barang dan jasa

Menjamin tetap lancar
prasarana transportasi
sehingga dapat melayani
kebutuhan lalulintas
sesuaiperkembangan
Membangun prasarana
baru dalam mengimbangi
pertumbuhan lalu lintas &
perkembangan wilayah

Mewujudkan standar
teknis yang dicapai secara
bertahap

Mengurangi jalan kritis
yang & meningkatkan jalan
tidak mantap menjadi
mantap

Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
infrastruktur dasar
permukiman yang
mencakup air bersih dan
sanitasi

Meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, penyebaran
informasi, pembinaan, bim-
bingan teknis pembangunan
permukiman

Meningkatkan peran serta,
menumbuhkan prakarsa
melalui paket stimulan bidang
Permukiman

Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Publik, Aparatur,

Perumahan, Air Minum, Persampahan

dan Limbah




Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran

Kebijakan Program

Meningkatkan kualitas
lingkungan dengan Adil dan
berkelanjutan

Mewujudkan pola
pemanfaatan ruang secara
optimal,efektif& efisien

Meningkatnya Memprioritaskan Program Pembangunan, Peningkatan,
Infrastruktur Publik dan pengembangan desa, pusat Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan
Aparatur pertumbuhan, pe-nyangga, Prasarana Publik, Aparatur,
miskin, terisolasi pada skala Perumahan, Air Minum, Persampahan
kawasan bertumpu pada dan Limbah

keswadayaan masyarakat

Mewujudkan pemanfaatan
ruang yang serasi dan
seimbang melalui penyediaan
fasilitas stratejik yg
mendukung sektor ekonomi,
terintegrasi sesuai potensi

Meningkatnya Meningkatkan pembinaan Program Peningkatan Kualitas dan
kemampuan teknologi SDM baik kemampuan Produktivitas Tenaga Kerja

SDM penyelenggara maupun Pengetahuan

dan penyedia jasa penyelenggaran dan

konstruksi penyedia jasa konstruksi.

Mengadakan Sosialisasi
Peraturan Per-Undang-
undangan Bidang ke-PU-an
Meningkatkan pembinaan,
bimbingan teknis bidang
konstruksi

Melaksanakan azas kemitraan
dibidang jasa konstruksi

Melaksanakan pengawasan
atas pembinaan jasa kontruksi
di daerah

Meningkatkan koordinasi
antara pemerintah pusat dan
provinsi serta kab/kota dalam
bidang kePuan

Meningkatnya sarana Meningkatkan pengetahuan, Pengembangan Teknologi dan
dan prasarana dan keterampilan penyebaran Konstruksi

teknologi penguji mutu informasi, pembinaan,

konstruksi bimbingan teknis bidang

konstruksi




Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran
Kebijakan Program
9 Meningkatnya peran - Menigkatkan Program Peningkatan Kapasitas
dan kompetensi kemampuan/kompetensi Sumber Daya Aparatur
IaboratoriL_Jm pengujian sumberdaya (manusia dan Program Peningkatan Sarana dan
konstruksi peralatan) Laboratorium Prasarana Aparatur
Pengujian
- Meningkatkan akreditasi
Laboratorium Pengujian
10 | Meningkatnya - Meningkatkan Pengembangan Teknologi dan
pengembangan pengembangan Konstruksi
teknologi _dan informasi pengkajian/penelitian
konstruksi teknologi konstruksi yang
berdaptasi terhadap potensi
lokal
- Meningkatkan pelayanan
informasi konstruksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Program — Program Kota Banjarbaru telah memiliki konsep peruntukan ruang
wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-
2034. Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi
rencana tata ruang wilayah daerah diantaranya adalah berkedudukan sebagai
perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Dan
berfungsi sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi,
daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah, dan juga berfungsi
sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat
dalam pemanfaatan ruang di kota Banjarbaru.

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang
daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam

pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan




berkelanjutan. Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014

(Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi

penataan ruang. Strategi penataan ruang diantaranya meliputi :

a.
b.

Mengembangkan jaringan jalan dalam wilayah kota Banjarbaru
Mengembangkan dan mengendalikan kawasan pemukiman baru pada lahan-
lahan yang belum terbangun di pusat kota

Melakukan pengendalian dan penataan pada pusat-pusat kegiatan komersial
pada jalur-jalur jalan utama

Mengendalikan dan melakukan penataan pada kawasan-kawasan permukiman
dengan kepadatan tinggi

Mengembangkan dan melakukan penataan drainase dalam kota
Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan
minimal kota melalui ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang
ditetapkan untuk penyediaan air dan perlindungan air baku yang dilakukan
dengan keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.

Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi

pengembangan dan penataan kawasan pemukiman yang meliputi :

a.
b.

C.

d.
e.

f.

g.

Meningkatkan mutu jalan dan drainase

Meningkatkan ketersediaan air bersih

Normalisasi sungai, memelihara sumber mata air, sempadan sungai, jaringan
irigasi, dan reklamasi lahan kritis

Memperlancar akses lalu lintas kesetiap kawasan

Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan
Pengelolaan sampah dan limbah secara bertahap

Peningkatan jumlah rumah yang memenuhi aspek legalitas dan layak huni

Sistem pengelolaan air limbah dinyatakan pula Didalam Lembaran Daerah Kota

Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13



Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-
2034. Sistem air limbah sebagaimana dimaksud didalam Perda tersebut meliputi :
a. Sistem On-Site, meliputi :
1. Individual
Pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan individual septictank, atau
dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Mandi Cuci Kakus plus
plus (MCK++) bagi rumah tangga yang tidak memiliki jamban pribadi
2. Komunal
Pada kawasan yang memungkinkan dilakukan dengan system individual
setempat (tangki septic komunal)
b. Sistem Off-Site, meliputi :
Penanganan limbah domestic dilakukan dengan menggunakan instalasi
pengolahan air limbah (IPAL), baik dalam skala kawasan atau terpusat jika

memungkinkan.

Sistem Drainase juga diatur didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor

13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Dinyatakan bahwa

system drainase kota Banjarbaru dibagi menjadi 3 (tiga) zona prioritas, meliputi :

a. Zona Prioritas 1 (satu) atau zona prioritas utama, meliputi : Jalan Ahmad Yani
Km.23 (SPBU Landasan Ulin)-Sungai Simpang Bandara Kiri 2 — Gang SMP, JI.A.
Yani-Pertigaan Traffict Light Loktabat, Sungai Kemuning/Besar, Sungai Basung
Kecamatan Cempaka.

b. Zona Prioritas 2 (dua), meliputi : Sungai Ulin Kanan, Sungai Salak Kiri 1, Sungai
Guntung Payung Hulu Kiri 1, Sungai Guntung Payung Hulu Kanan 1, Sungai
Guntung Payung Hulu, Sungai Kemuning Kanan 2, Sungai Kemuning Kiri 2,
Sungai Paring Kanan 1. Sungai Paring Kiri 2, Sungai Guntung Gotong Royong,
Sungai Simpang Bandang Kiri 3, Sungai Simpang Bandara Kiri 1, Sungai Salak
Kiri 2, Sungai Kemuning Kanan 1, Sungai Paling Kiri 1, Sungai Lurus Kiri 1, Sungai
Basung Kiri, Sungai Basung Kanan, Sungai Tiung Kiri, Sungai Tiung Kanan,
Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan,



Sungai Ampuya Kiri 2, Sungai Ampuya Kanan, Sungai Guntung Harapan Kiri,
Sungai Salak Kanan 1, Sungai Kemuning Kiri 3.

c. Zona Prioritas 3 (tiga) meliputi : Sungai Ulin Kiri, Sungai Ulin Kanan 2, Sungai Ulin
Kanan 1, Sungai Guntung Payung Kanan, Sungai Guntung Payung Hulu Kiri 3,
Sungai Lurus Kiri 2, Sungai Lurus Kanan 2.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan
pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-Driven) dan pendekatan
keberlanjutan (sustainability-driven). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk
menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau
program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan

pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan
kebijakan dan program pemerintah. Menurut Undang — undang tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan
evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan
panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau
risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan,
rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan
alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian
mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan ; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
e Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun
mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan

keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program



(KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada
mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam
perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khususbagi masing — masing
hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW,
bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan
sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan
(suplementer) dari Penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua

fungsi — fungsi diatas.

Dengan menelaah dari KLHS diatas maka tantangan penyelenggaraan
infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke depan
juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3(tiga)
pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan ) yang berprinsip memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa
depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan juga adalah bagaimana
pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi
lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman |,

proaktif dan berkelanjutan).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya
yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kapada masyarakat dalam jangka
panjang

Isu — isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah



dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan
tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak
langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang
dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra
K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas,
selanjutnya diidentifikasi isu strategis.

Memperhatikan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan
juga telah ditetapkannya Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu
Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan Perangkat
Daerah terhadap masyarakat

Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal

Masih adanya daerah rawan banijir dan genangan yang belum terselesaikan

Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal

o kb 0N

Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan
terpelihara

6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
kota yang konsisten

7. Masih kurangnya luasan RTH Publik

Masalah dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru tersebut merupakan penjabaran beberapa masalah dan isu strategis yang
dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka hubungan antara Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan dokumen
Rencana Strategis K/L (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Kementerian ATR/BPN), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sangat selaras dan saling mendukung program
dan kegiatan masing - masing. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat
saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di

kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang
dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan
dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan (Permendagri No
86 Tahun 2017, pasal 1, angka 49). Maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun
kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun
2016-2021.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra
Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah

mengacu pada visi dan misi kota.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang memiliki Tujuan sebagai berikut :

- “Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas ”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya dirumuskan sasaran
strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan

utama dari penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infratruktur yang



merata, aman dan handal, serta berwawasan lingkungan yang mampu memberikan
nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan

dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Sasaran yang disusun diuraikan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing
bagian dalam organisasi yang ada dengan berdasarkan pada tujuan yang telah
ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan program, kegiatan dan
sub kegiatan yang disusun tiap-tiap tahun anggaran. Sasaran strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang merupakan bagian dari
proses perencanaan strategis merupakan landasan yang kuat dalam bergerak (prime
mover) untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi serta akan
memberikan jaminan terhadap keberhasilan pelaksanaan program keseluruhan
bagian/satuan kerja dalam lingkup organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Banjarbaru.

Sasaran-sasaran yang diterapkan merupakan faktor pendukung (support factor)
pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran
strategis telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait dengan sendirinya

terealisasi sesuai yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru menetapkan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Air

2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Meningkatnya Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah
Meningkatnya Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
Meningkatnya Pengembangan Permukiman
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

Meningkatnya Penataan Bangunan & Lingkungannya
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Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan



9. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi

10. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tabel 6. 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran
Strategi RPJM Kota Banjarbaru dengan Renstra Perangkat Daerah DPUPR Banjarbaru

TUJUAN

Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
Inklusif yang Berkelanjutan

SASARAN

Sasaran 5 :
Meningkatnya Infrastruktur
Kota yang Berkualitas

STRATEGI

1.1 Meningkatkan
Pengelolaan Sumber Daya
Air

ARAH KEBIJAKAN

1.1.1 Peningkatan Pengelolaan
SDA pada Wilayah Sungai (WS)

1.2 Meningkatkan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

1.2.1 Peningkatan Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.3 Meningkatkan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

1.3.1 Peningkatan Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik

1.4 Meningkatkan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase

1.4.1 Peningkatan Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai

1.5 Meningkatkan
Pengembangan
Permukiman

1.5.1 Peningkatan
Penyelenggaraan Infrastruktur
pada Permukiman di Kawasan
Strategis

1.6 Meningkatkan
Penataan Bangunan Gedung

1.6.1 Peningkatan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

1.7 Meningkatkan
Penataan Bangunan dan
Lingkungannya

1.7.1 Peningkatan
Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya

1.8 Meningkatkan
Penyelenggaraan Jalan

1.8.1 Peningkatan
Penyelenggaraan Jalan

1.9 Meningkatkan
Pengembangan Jasa
Konstruksi

1.9.1 Peningkatan
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi

1.9.2 Penerbitan Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional

(Non Kecil dan Kecil)

1.10 Meningkatkan
Penyelenggaraan Penataan
Ruang

1.10.1 Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah

(RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR)




Tabel 4.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

Target Kinerja Sasaran Pada

Tujuan/ Indikator Il Eior Tahun Ke-
No . Kinerja
Sasaran Tujuan
Sasaran 1 2 %) 4 = 6
(1) (2) 3) (4) ©) (6) (") (8) 9) (10)
l. Tujuan: Meningkatnya Predikat Predikat B BB BB BB A A
Akuntabilitas Kinerja akuntabilitas akuntabilitas
Pemerintah dan Sistem kinerja kinerja
Pengendalian Internal perangkat perangkat
Pemerintah Daerah daerah. daerah.
Sasaran: Meningkatkan Cakupan Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Akuntabilitas Kinerja pelayanan pelayanan
Perangkat Daerah dan internal yang internal yang
Pelayanan Internal difasilitasi difasilitasi
Perangkat Kinerja
1. . . . Persentase Persentase 24.34% | 35.24% | 44.17% | 53.19% | 61.89% | 70.07%
Tujuan: Meningkatnya inakat inakatan
Infrastruktur Kota yang peningkatan peningkata
Berkualitas perI!_ndungan perl!_ndungan
banijir banijir
Persentase Persentase 64.09% 69.35% 74.61% 79.88% 85.14% 90.40%
luas daerah luas daerah
Sasaran: Meningkatkan irigasi irigasi
Pengelolaan Sumber Daya | kewenangan kewenangan
Air kota yang kota yang
dilayani oleh dilayani oleh
jaringan irigasi | jaringan irigasi
Ill. | Tujuan: Meningkatnya Persentase Persentase 96.55% | 97.70% | 98.85% 100% 100% 100%
Infrastruktur Kota yang rumah tangga | rumah tangga
Berkualitas yang yang
mendapatkan | mendapatkan
akses air akses air
Sasaran: Meningkatkan minum melalui | minum melalui
Pengelolaan dan SPAM jaringan | SPAM jaringan
Pengembangan Sistem perpipaan dan | perpipaan dan
Penyediaan Air Minum. bukan jaringan | bukan jaringan
perpipaan perpipaan
terlindungi terlindungi
terhadap terhadap
seluruh rumah | seluruh rumah
tangga di Kota | tangga di Kota
IV. | Tujuan: Meningkatnya Persentase Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Infrastruktur Kota yang rumah tangga | rumah tangga
Berkualitas yang yang
mendapatkan | mendapatkan
akses akses




Target Kinerja Sasaran Pada

Tujuan/ Indikator | 'Mdikator Tahun Ke-
No . Kinerja
Sasaran Tujuan
Sasaran 1 2 o) 4 5 6
1) 2) 3 4) ) (6) (7 (8) ) (10)
Sasaran: Meningkatkan terhadap terhadap
Pengelolaan dan layanan layanan
Pengembangan Sistem Air | pengolahan air | pengolahan air
Limbah limbah limbah
domestik di domestik di
kota kota
V. Tujuan: Meningkatnya Persentase Persentase 57.87% | 59.85% | 61.41% | 63.51% | 65.68% | 67.94%
Infrastruktur Kota yang saluran saluran
Berkualitas drainase yang | drainase yang
berfungsi baik | berfungsi baik
Sasaran: Meningkatkan
Infrastruktur Saluran
Drainase Jalan Kota dan
Lingkungan yang
Berkualitas
VI. | Tujuan : Meningkatnya Persentase Persentase 85.56% | 87.06% | 88.56% | 90.06% | 91.56% | 93.06%
Infrastruktur Kota yang infrastruktur infrastruktur
Berkualitas jalan jalan
lingkungan lingkungan
Sasaran: Meningkatkan kawasan kawasan
Infrastruktur Kawasan permukiman di | permukiman di
Permukiman yang Baik dan | kawasan kawasan
Merata strategis kota | strategis kota
dalam kondisi | dalam kondisi
baik baik
VIl. | Tujuan: Persentase Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Infrastruktur | gedung gedung
Kota yang Berkualitas negara milik negara milik
pemerintah pemerintah
Sasaran: daerah dalam | daerah dalam
Meningkatkan Penataan kondiSi ba|k kondiSi ba|k
Bangunan Gedung Negara
Pemerintah daerah dalam
Kondisi Baik
VIII | Tujuan: Persentase Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Infrastruktur | penataan penataan
Kota yang Berkualitas bangunan dan | bangunan dan
lingkungan lingkungan
Sasaran: yang tertata yang tertata
Meningkatkan Penataan baik baik
Bangunan Sarana Aparatur
dan Sarana Publik dalam
kondisi baik
IX.. | Tujuan: Tingkat Tingkat 81.21% | 81.32% | 81.33% | 81.42% | 81.60% | 81.87%
Meningkatnya Infrastruktur | kemantapan kemantapan
Kota yang Berkualitas jalan kota jalan kota




Target Kinerja Sasaran Pada

Tujuan/ Indikator | 'mdikator Tahun Ke-
No . Kinerja
Sasaran Tujuan
Sasaran 1 2 o) 4 5 6
1) 2) 3 4) ) (6) (7 (8) ) (10)
Sasaran:
Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur Jalan.
X. Tujuan: Persentase Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Infrastruktur | Layanan Layanan
Kota yang Berkualitas Informasi dan Informasi dan
Rekomendasi | Rekomendasi
Teknis serta Teknis serta
engawasan engawasan
Sasgran: . Ferhgdap tertib Ferhgdap tertib
Meningkatkan Pembinaan usaha, tertib usaha, tertib
dan Pengawasa_m Usaha penyelenggara | penyelenggara
Jasa Konstruksi. an dan tertib an dan tertib
pemanfaatan pemanfaatan
jasa konstruksi | jasa konstruksi
XI. | Tujuan: Persentase Persentase 66.33% | 70.00% | 78.00% | 90.00% | 98.00% 100%
Meningkatnya Infrastruktur | terselenggara | terselenggaran
Kota yang Berkualitas nya penataan | ya penataan
ruang sesuai ruang sesuai
dengan dengan
Sasaran: Rencana Tata | Rencana Tata
Meningkatkan Tertib @?g}gh \F/lvtillz;r;gh
Perencanaan, (RTRW) (RTRW)
Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kota yang konsisten
XIl. | Tujuan: Persentase Persentase 0.042% | 0.044% | 0.046% | 0.047% | 0.049% | 0.051%
Terjaganya Kelestarian luasan RTH luasan RTH
Lingkungan Hidup lingkungan lingkungan
perumahan/fas | perumahan/fas
Sasaran: ilitas umum ilitas umum
Meningkatnya Pengelolaan | yang yang
Keanekaragam Hayati. terbangun terbangun

BAB V

STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN




5.1. Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah
5.1.1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai
berikut :

1.

Bidang Bina Marga.

Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.

Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan
dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai
volume yang terus berkembang.

Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan
berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka

mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.

. Bidang Cipta Karya.

Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) yang aman.

Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik.

Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Lingkungan.

Meningkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis.

Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.



- Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan
dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.
3. Bidang Sumber Daya Air
- Meningkatkan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS).
- Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana
irigasi yang telah dibangun
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air
4. Bidang Pembinaan Konstruksi
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
- Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia
jasa konstruksi.
5. Bidang Tata Ruang
- Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan
perkotaan.
- Menyediakan dokumen rencana tata ruang (RTRW dan rencana rinci TR)
- Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan

pembinaan di bidang penataan ruang

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam
melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ,
menetapkan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :
1. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara
meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-

program pembangunan



2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan
Program Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.

4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan
drainase yang berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.

6. Meningkatkan kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.

7. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat
tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian
lingkungan hidup.

8. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang
telah terbangun.

9. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

10. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi

11.Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota
dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

12.Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang
merata, aman, dan bewawasan lingkungan.

13. Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai
ketentuan.

14.Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.

15. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.

16.Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan

ruang.



Tabel 5.1.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkat Meningkat- 1. Meningkatkan Peningkatan Kualitas
kan nya Kualitas Penyusunan Perencanaan
pemerintah Akuntabilitas Perencanaan, dan Pendanaan
an yang Kinerja Pengendalian dan
efektif, Pemerintah Evaluasi
efisien, dan Sistem Pembangunan
akuntabel Pengendali Daerah.
dan bebas an Internal
KKN Pemerintah
Daerah
2. Meningkatkan Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan aparatur penyusunan
Pengawasan. dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.
3. Meningkatkan . Peningkatan Administrasi
Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
Keuangan
Daerah.
4. Meningkatkan . Peningkatan Administrasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Barang Milik Perangkat Daerah.
Daerah.
5. Meningkatkan 5. Peningkatan Administrasi
Profesionalisme Kepegawaian Perangkat Daerah
ASN.
Meningkat . Terjaganya 1. Meningkat kan Peningkatan Pengembangan
kan Stabilitas Pengelolaan dan Pengelolaan Sistem
pertumbuh Ketersediaan Sumber Daya Irigasi Primer dan Sekunder
an ekonomi Pangan Air pada Daerah Irigasi yang
inklusif Luasnya dibawah 1000 Ha
yang
berkelanjut
an
Meningkat Meningkat- 1. Meningkatkan Peningkatan Pengelolaan
kan nya Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai
pertumbuh Infrastruktur Sumber Daya Air (WS)
an ekonomi Kota Yang
inklusif Berkualitas
yang

berkelanjut
an




Tujuan

Sasaran

Strateqi

Arah Kebijakan

Meningkatkan 2. Peningkatan Pengelolaan
Pengelolaan dan dan Pengembangan Sistem
Pengembangan Penyediaan Air Minum
Sistem (SPAM)

Penyediaan Air

Minum

Meningkatkan 3. Peningkatan Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Pengembangan Limbah Domestik

Sistem Air

Limbah

Meningkatkan 4. Peningkatan Pengelolaan
Pengelolaan dan dan Pengembangan Sistem
Pengembangan Drainase yang Terhubung
Sistem Drainase Langsung dengan Sungai
Meningkatkan 5. Peningkatan

Infrastruktur Penyelenggaraan

Kawasan Infrastruktur pada
Permukiman Permukiman di Kawasan
yang Baik dan Strategis

Merata

Meningkatkan 6. Peningkatan

Penataan Penyelenggaraan Bangunan
Bangunan Gedung, Pemberian Izin
Gedung Negara Mendirikan Bangunan (IMB)
Pemerintah dan Sertifikat Laik Fungsi
daerah dalam Bangunan Gedung

Kondisi Baik

Meningkatkan 7. Peningkatan Penyelenggaraan
Penataan Penataan Bangunan dan
Bangunan Lingkungannya

Sarana Aparatur

dan Sarana

Publik dalam

kondisi baik

Meningkatkan 8. Peningkatan Penyelenggaraan

Kualitas
Infrastruktur
Jalan

Jalan

Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengawasan
Usaha Jasa
Konstruksi

Peningkatan

Penyelenggaraan Pelatihan

Tenaga Terampil Konstruksi.
Penerbitan Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional (Non
Kecil dan Kecil)




Tujuan Sasaran Strateqi Arah Kebijakan
10. Meningkatkan 11. Penetapan Rencana Tata
Tertib Ruang Wilayah (RTRW) dan
Perencanaan, Rencana Rinci Tata Ruang
Pemanfaatan dan (RRTR)
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Kota yang
konsisten
Meningkat Terjaganya . Meningkatnya 1. Peningkatan Pengelolaan
kan Kelestarian Pengelolaan Keanekaragam Hayati
pertumbuh Lingkungan Keanekaragaman
an ekonomi Hidup Hayati
inklusif
yang

berkelanjut
an




BAB VI RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan

fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rencana program ini diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis
dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banjabaru yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program tersebut diatas
adalah Program PD yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) PD.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu
sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru. Selain itu Kegiatan juga merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang / jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kinerja adalah keluaran / hasil
dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pendanaan indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya
yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen

rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka menunjang serta mendukung kegiatan sektor-sektor lain, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang (dari tahun 2021 s/d 2026), menyusun rencana program
pembangunan sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Secara umum jumlah program keseluruhan yang dikelola sebanyak 12 (dua belas)
program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

A.1l. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN
RUANG
Terdiri dari beberapa program yaitu :
Program 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :
b. Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c

d. Kegiatan 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Kegiatan 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
f

Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



g. Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Program 2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Program 3. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di

Daerah Kabupaten/Kota.

Program 4. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Program 5. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung

Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program 6. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis

Daerah Kabupaten/Kota



Program 7. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Gedung

Program 8. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah

Kabupaten/Kota

Program 9. PENYELENGGARAAN JALAN

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Program 10. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu :

a.

Kegiatan 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan 2 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan
Kecil)

Kegiatan 3 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Program 11. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu :

a.

Kegiatan 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Kegiatan 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota



B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

B.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program 12. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pada program ini hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Tahun 2016 — 2021 memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

RPJMD Kota Banjarbaru adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel-Tabel terlampir.



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel T.C27

Kota Banjarbaru
TAEGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN UNIT KERIA
INDIKATOR KINERIA TUIUAN, SASARAN, PROGRAM | - PADA AWAL ONDISIKINERJA PADA AKHIR DPUPR
TUUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokas!
OUTCOME) DAN KEGIATAN (0UTPUT T TAHUN 1(2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUNS5 (2025) TAHUN 6 (2026) IR
PERENCANAAN WAB
Target R Target R Target R Target [ Target [ Target R Target R
) @ €] 4 1) (6) U] ® 9 (10) (1) (12) (13 (14) (15) (16) (17) (18 (19) (20 2y 2
eningkatnya redict akuntabilas inrja peangkat darah [} Bl Re 4935962085 A% 5169902185 AR 5170902185 AR 5170902,185 AR 5170902,185 3 5170902,185 Al st
anabas K| o
Pemerintah dan [Meningkatkan Kualitas )
o el TR, Prgenlinen (10501 [P
PR o e s  Cakupan pelayanan ineml yang ifasitas 100% 100%) Rp 2675333810 100%) Rp 2032961810 1004| R 2156250000 100% Rp 2177122500 100% Rp 2201125875 100%) Rp 2228,700,000 0% 2228700000
Internal Pemerintal
Daerah
persentase penyusuran dokumen prencanazn,
i i danl luasi Kinerja SKPD
Veninghatnya playarandan |, o, )y | Perencanaan, Peranglat 100% 100%| Rp 68,482,500 100%| Rp 73,016,000 100%| Rp 73,016,000 100%| Rp 73,016,000 100%| Rp 73,016,000 100%| Rp 73,016,000 100% 73,016,000
suntabilts Kinera Daerah -
Persentase prencanaan penganggaran yan responsi
gender
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD
1030120101 |Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah 3Dokumen 3108750 4Dokumen 4182750 | 3Dokumen 4182750 | 3 Dokumen 80750 3Dokumen 4182750 | 3Dokumen 0g0750|  190okumen| 242322500
yang tersusun sesuai ketentuan
nilai AKIP SKPD
Ke Pe Ki d lah | ki KPD
1030120105 [{CC"8in21 don Penjusunan Laporen Capaian Kineradan - lumizh laporen apaian Kinera pembangunan 2Dokumen 35373750 2Dokumen 31173250 | 2Dokumen 31,173250|  200kumen 3173250 | 2Dokumen 31173250|  2Dokumen 313250|  120okumen| 151,240,000
[Khtisar Realisasi Kineria SKPD eng tersusun sesuai ketentuan
[Meningkatnya pelayanan dan Persentase : ke dis i
nabits inera 10301202, |Admiristrasi Keuangan Perangkat Daerah keZ::mT aporan keuangan yang clsusun sesuat 100% 100%| Rp 4867479585 100%| Rp 5,096,386,185 100%| Rp 5,097,386,185 100%| Rp 5,097,386,185 100%| Rp 5,097,386,185 100%| Rp 5,097,886,185 100%| 507,886,185
[Meningkatnya penatausahaan
erencanaan dan keuangan umlah ASN dan t tepat
§ BN 1 030120201 |penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN umian A5l yang menerima gajl dan tunjangan tepal 48 0rang| Rp 4789602565| 48 Orang| Rp 5018049185 | 12bulan| Rp 5018049,185|  12bulan| Rp 5018049185 2 bulan| Rp 5,018,049,185 12bulan| Rp 5,018049,185 Tobulan| 23879888510
sesuai dengan perundang- waktu
undangan
SEKRETARIAT | BANJARBARU
Veningkatnya penatausahazn cordinasidan oo it lporen e
@ordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan jumlah aporan keuangan SKPD yang disusun secara
Aset DPUPR sesuai dengan  [103.0120205 " P & ” & yang 1laporan| Rp 15000000|  1laporan| Rp 16000000|  1laporen| Rp 17000000 1Laporan| Rp 1700000 1laporan| Rp 17000000|  1Laporan| Rp 17000000 §Laporan 99,000,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SkPD berkala sesuai ketentuan
perundang-undangan
Veningkatnya penatausahaan
perencanaan dan keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1030120007 lumiah laporan keuangan tepat waktu Taporan| Rp 62837000|  1laporan| R 62.83700|  Llaporan| Rp 6283700|  Llaporan| Rp 283700(  Llaporan| Rp §283700|  1laporan| Rp 00| Glaponn| 370200
sesuai dengan perundang- ske0
undangan
Veningkatye peloyanan dan
untabiits inera 10301206, | Administasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan acministras umum yang difaiitasi Baik Baik| Rp 476255810 Bail| Rp 520373310 Baik| Rp 598,000,000 Baik| Rp 598,000,000 Baik| Rp 598,000,000 Baik| Rp s98000000| Bk 598,000,000
1030120602 |Penyediasn Peralatan Perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia 3Paket| Rp 68,445310 3Paket| R 6845310 3Paket| Rp 82000000 3Paket| Rp £2,000000 3Paket| Rp 82000000 3Paket| fp £2,000000 tePaket| 464890620
1030120604 [Penyeciaan Bahan Logistik Jumiah Bahan Logistk Kentoryang tersedia 3Paket] Rp 164528500 3Paket] Ro 167528500 3Paket| Ap 180000000 3Paket| Ap 180000000 3Paket| Rp 180000000 3paket] Rp 180000000 fepaket| 1052057000
Veningkatnya penatausahazn Jumlah barang cetakan yang tersedia 5Buky 65Buky 65Buku 65Buku 65Buku 65Buku 390 Buku
cocgauaian 1030120605 [Penyediaan barang cetskan dan fo 2500000 % 26000000 % 2,000,000 o 27,000,000 % b [ 27,000,000 158,500,000
lumiah penggandaan yang tersedia 19500 Lembar 49500 Lembar 49500 Lembar 49500 Lembar] 4950 Lembar] 19500 Lembar 297,000 Lembarl
- I
103.01.2.06.06 Ee';vemnsaha"ﬂa‘“" dan Peraturan Perundang i“'”: Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang 9% Eks| Rp 8160000 9% ks Ro 8400000 96 Eks| Rp 9000000 96 Eks| Rp 9,000,000 96 Eks| Rp 9000000 96 Eks| Rp 9,000,000 576 Eks 52560000
ndangan ersedia
1030120609 |Penyelanggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD [lumlah perialanan dinas yang dilaksanakan 95 Laporan| Rp 2062,00) %5 Laporan| R 250000000 95 Laporan| Rp 300000000| 95 Laporan| R 30000000 95 Laporan| R 300000000| 95 Laporan| Rp 100000000 S70laporan| 1660622000




TAEGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN UNITKERIA
INDIKATOR KINERIA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM | - PADA AWAL KONDISIKINERIA PADA AKHIR DPUPR
TUUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LOKASI
) {OUTCOME]DAN KEGIATAN (OUTRUT) THHUN TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN3 (2023) THUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) PERODERENSTRADPUPR_|PENANGUNGIA
PERENCANAAN WAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Sarana dan . ik . " ) . L
Prasarana Aparatur dalam (10301207, i e 16 TENIITE 100% 1005 Rp 310870000 100%| Rp 311,120000 1005 R 370000000 100%| Rp 370000000 1005 Rp 370000000 100% Rp 370000000 005 370,000,000
. Daerah lyang dapat digunakan
Kondisi Baik
lumlah mebel keria, setmeja dan kursi tamu,
1030120705 [pengadaan Mebel d“g:");ﬂ'g:;e{""e” e, SEtmeja dan kuns! tamy 108uah| fp 7gs000|  108ush| Re 000000|  158uah| Ro 000000 156uah| Ry 000000|  15Buah| A 000000 158uah| Ap 40000000 wsush| 475850000
Meningkatnya pelayanan
sarana dan prasarana 1.03.01.2.07.06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [lumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli 13Unit| Rp 148,600,000 13Unit| Rp 148,600,000 15 Unit| Rp 205,000,000 10Unit| Rp 205,000,000 10Unit| Rp 205,000,000 10Unit| Rp 205,000,000 T1Unit| 1,117,200,000]
aparatur
03101 [[ETERSEEN Saran don Prasaran Pendulung Gedung antorumlah Saana dn Prsarans Pendukung Gedung 5Buzh| Rp 4520000 Suzh| Rp 84520000 78uzh| Rp 5000000 S8uzh| Rp 5000000 9Buzh| Rp 5000000 38uzh| Rp 85000000 Mbuah| 509040000
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun
Meningkatnya Sarana dan
" diaan Jasa Penanjang Pemeritah Daerah
Prasarana Aparaturdalam 0301208, |PenyediaanJasa Perunjang Urisen Pemerintahan Daerah o s Penargrg 100% 1005 Rp 216600000 100%{ Rp 216600000 1005 Rp 218600000 1005 Rp 218600000 1005 Rp 218600000 1005 Rp 218600000 0% 28600000
Kondisi Baik
X . .  |lumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X X
1.03.01.2.08.02 |Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik . 5lenis| Rp 183,000,000 5Jenis| Rp 183,000,000 5Jenis| Rp 185,000,000 SJenis| Rp 185,000,000 5lenis| Rp 185,000,000 SJenis| Rp 185,000,000 30Jenis 1,106,000,000]
dan lainya yang dapat digunakan
pelayanan
sarana dan prasarana lumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif
aparatur 1030120804 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40rang| Rp 33,600,000 40rang| Rp 3600000 40rang| Rp 33,600,000 40rang| Rp 33600000 40rang] Rp 33600000 40rang| Rp 33600000 24 0rang 201600000
llasa pelayanan umum kantor lainnya SEKRETARIAT | BANJARBARU
Meningkatnya Sarana dan
brasarana Aparaturdal Wik g Ui ‘ Penunang
rasarana Aparaturdalam - 11.03,01.2.09. | o 100% 100%( Rp 1,671,514,000 100%| Rp 984,868,000 100%( Rp 969,650,000 100%| Rp 990,522,500 100%( Rp 1,014,525,875 100%| Rp 1,042,100,000 100% 1,042,100,000
Kondisi Baik Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan umlah kendarean dinas Peroranganflabtan yen
i
1.03.01.2.09.01 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas v 8 fang 1Unit| Rp 34,946,000 1Unit| Rp 36,000,000 1Unit| Rp 35,000,000 1Unit| Rp 35,000,000 1Unit| Rp 35,000,000 1Unit| Rp 35,000,000 6 Unit| 210,946,000
terfasilitasi pajak dan dipelihara
llabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak |lumlah kend dinas Oy | " " "
1030120007 | 11220 fas2 Pemelinarazn, Blaye Pemelinarean, Fajak flumiah fendarazn dinas Operasional ang 16unit| Ry 6968000 16U Rp 316868000|  16Unie Ro 00000] 16U Rp 120000000 160t Ry 20000000 16Unit| Rp 20000000 wunit| 190373600
dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan|terfasilitasi pajak dan dipelihara
[Meningkaty pelayanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  {lumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan ) ) ) )
sarana dan prasarana 1030120903 | . 4unit| Rp 121,000,000 Aunit| Rp 160,000,000 4unit| Rp 139,150,000 Sunit| Rp 160,022,500 4unit| Rp 184,025,875 Sunit| Rp 211,600,000 24 Unit| 975,798,375
Perizinan Alat Besar dipelihara
aparatur
1,03.01.2.09.06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (lumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 4Buah| Rp 14,500,000 4lenis| Rp 16,000,000 6Jenis| Rp 17,500,000 6Jenis| Rp 17,500,000 6Jenis| Rp 17,500,000 6Jenis| Rp 17,500,000 34 Jenis 100,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan  |Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang
103.01.2.09.09 Lsinnge ipeltars 1Paketf Rp 1,179,200,000 2Paket| Rp 440,000,000 2Paketf Rp 440,000,000 2Paket| Rp 440,000,000 2Paketf Rp 440,000,000 2Paket| Rp 440,000,000 11 Paket 3,379,200,0001
| ilitasi I
Lanaggy [PeTelarean/fetebilas Saana dan Prasarans funlah Sarana dan Fasarana endukure Gedurg 1aket] Ro 50000|  20aket] Ro 16000000 3Paket| Ro 1.8000000|  3Paket| Rp 18000000 3aket] Ro 18000000 3taket] Rp 18000000 Bhaket| 103000000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara




TAEGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN UNITKERA
INDIKATOR KINERIA TUIUAN, SASARAN, PROGRAM |  PADA AWAL ONDISIKINERAPADAAKHR | DPUPR
UAN RAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokas!
Ul SASAI 0 Gl Su (OUTCOME] DAN KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) e OKAS|
PERENCANAAN was
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
o ersentse penngkatan prindungan banjir 1883% wa R 75850 ma(Re GATSTG00|  MU(Rp 60000000000 53.19%) R 36,200000,000 6L Rp 36000000000 0| Re 36200000000 007 36200000000
[Meningkat N
Weningatian pengelol
infrastrukturKota || o PENBEIORAN gy DAYAAR (SDA)
Doy [P persentase luas daerah rigasi kewenangan kota yang
[t o N L L 60.00% 64.09%| Rp 9,013,811,750 69.35%| Rp 21,141,610,500 7461%| Rp 21,141,610,500 79.88%| Rp 21,141,610,500 85.14%| Rp 21,141,610,500 90.40%| Rp 21,141,610,500 90.40%| 21,141,610,500
iayani dleh aringan igasi
N Gan. :
pada " " "
awan banjc 1.03.02.2.01. Wiayah Sunga (WS) alam 1 (Sat) Daerah KabupatenKota Persentase peningkatan perlindungan banjir 18.83% 24.34%( Rp 7,531,891,500 35.24%| Rp 64,759,726,000 44.17%| Rp 60,000,000,000 53.19%| Rp 36,200,000,000 61.89%| Rp 36,000,000,000 70.07%| Rp 36,200,000,000 70.07%| 36,200,000,000
panjang Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang
Panjang Tebing dan tanggul  (1,03.02.2.01.34 Peningkatan Tanggul Sungai ditingkatk 372m| Rp 2,564,830,000 5427 m| Rp 37,474,476,000 3.35m| Rp 24,000,000,000 3.834m| Rp 28,800,000,000 3.803m| Rp 30,000,000,000 3477 m| Rp 28,800,000,000 20.268m|  151,639,306,000
Sungai yang ditingkatkan itinghatian m)
[dengan pemasangan siring Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang
[inding penahan tanah dan 1.03.02.2.01.53 |Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sipelihara (m) 6.608m| Rp 4,967,061,500 8.386m| Rp 6,970,271,000 7973 m| Rp 6,000,000,000 7.593m| Rp 6,000,000,000 7.282m| Rp 6,000,000,000 6.887m| Rp 6,000,000,000 44679 m| 35,937,332,500)
.
urugan tanal ,:an;zng sungai SUMBER DAYA
yang ditingkatkan 1030220106 Embung dan Air Lainnya Jumlah Embung yang dibangun (buah) o 2buah| Rp 20314,979,000 2buah| Rp 30,000,000,000 ro Rp {ro 2buah| 50314979000 AR
kapasitasnya dengan
omalisasi sets (Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan
[nfrastruktur pengendali banji [103.022.01.49 mpr i ¢ PUREAN 1) mlah Embung yang dipelihara (buah) f o 1 3bush| Rp 1,400,000,000 R 3buah| Rp 1,400,000,000 3buah| 2800000000
P Kegaten Pngembangan dan Pengellsan Sistemnigei Primer
L a:i‘ i) & 1.03.02.2.02.  |dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha (Persentase Kinerja Sistem Irigasi 60.00% 64.09%| Rp 9,013,811,750 69.35%| Rp 21,141,610,500 74.61%| Rp 21,141,610,500 79.88%| Rp 21,141,610,500 85.14%| Rp 21,141,610,500 90.40%| Rp 21,141,610,500 90.40%|  21,141,610,500
¢ ol 1 (Sau) Daerah Kabupaten/Kota SANARBARU
1.03.02.2.02.08 |Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan 2625m'| Rp 1,962,910,000 4900m'[ Rp 17,183,964,500 4900 m'[ Rp. 17,183,964,500 4.900m'[ Rp 17,183,964,500 4.900m'[ Rp 17,183,964,500 4.900m'[ Rp. 17,183,964,500 21125 m'| 87,882,732,500
Infrastrukeurrigasi dalam )
ot ik 1030220214 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Luas Daerah lrigasi yang direhabilitasi 23Hal Rp 596,730,750 300Ha | R 2675856000 300 Ha|Rp 2,675,856,000 300Ha Rp 2675856000 300Hal Rp 2675856000 300Ha | R 2,675,856,000 1733Ha| 19346010750
1.03.02.2.02.21 |Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Luas Daerah Irigasi yang dipelihara 233Ha| Rp 1,084,171,000 300Ha| Rp 1,281,790,000 300Ha| Rp 1,281,790,000 300Ha| Rp 1,281,790,000 300Ha| Rp 1,281,790,000 300 Ha| Rp 1,281,790,000 1733Ha 7,493,121,000)
) persentaserumah tangea yang mencapatan aksesair
1o SPAN i oeminaan dan bk
Infrastruktur Kota — [Pengembangan Sist 10303, 95.40% 9655%| R 3,668,606,000 97.70%| Ry 11,550,000,000 98.75%| R 12,705,000,000 10000%| R 13975,500, 100% Ry 3,000,000,000 100%| Ry 3,000,000, 1 300,000,000
rastruktur ErEEmangan Sistem SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM aringan perpipaan telinduni tethadap seluuh rumah % fp 0% Re d P o0 P o0, 00%) R a0 0%
Iyang Berkualitas [Penyediaan Air Minum, L
tangga di Kota
CIPTA KARYA
Tenwuiuchya infrastruktar it ) )
Pengelolaan dan Per ba Sistem Penyediaan Air Mi Persentase Kepala Kelt KK) dapatk
minum yangberkaltas an 10303201, | crecioaandan engembangan Sistem Penyedizan Al inum | Pesentas Kepal Kelarg (K] yang mendagatian 95.40% 96.55%| Rp 3,668,606,000 97.70% Ro 11,550,000,000 BTH| Rp 12705000000 10000%| Rp 13,975,500000 100%| Rp 3000000000 100%| Rp 3,000,000000 100%  3,000,000,000
i (SPAM) di Daerah KabupatenKota ks i minum yang aman
jumlah Kkyang
mendapatkan akses air minum|1.03.03.2.01.07 |Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan |Sarana dan Prasarana Air Minum yang dibangun 4.224m| Rp 3,668,606,000 2.000m| Rp 11,550,000,000 2000m| Rp 12,705,000,000 2.000m| Rp 13,975,500,000 2.000m| Rp 3,000,000,000 2.000m| Rp 3,000,000,000 14224 m 47,899,106,000)
ang aman




‘TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN UNITKERIA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM |  PADA AWAL KONDIS! KINERIA PADA AKHIR DPUPR
TULEN SASARAN iz PROGEEMCREGATAN RN SUBKEGRTEN {OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTRLT) TAHUN TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (202¢) TAHUNS 2025) TAHUN 6 (2026) omooEReNsTA DR |PEvANGaunG| O
PERENCANAAN WA
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
eing
werﬂalrm;m oo DANPENGENBANGANSSTEM AR, Persntas rnah g ang menagttanalses 1004 004k 4850192000 1004 731000000 004 R 787000000 1004 8514000000 004k 567000000 1004 b 561700000 104 5617000000
N Pengembangan Sistem Air Limbah[ LIMBAH terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota D e D o 0 M D T D S D o N
yang Berkualitas
IPTAKARYA
Terwujcnya infrastuur i
kul myam Hs'.“ urait Pengelolaan d istem Air Limbah ik [Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air
lmbah yang beraltas dan (10305201, ‘ ! 100% w0 R 48019200 100%] Ry 7317000000 KR 787000 1008 Rp $514000000 w0 R 517000000 R SET00 100 561700000
(dalam Daerah Kabupaten/Kota limbah yang memadai
merata
Rehabiltas/ PeningatanPeruasan istem Penell
eningltays juniah kg [LBOS20106 [ ilitas]Peninglaten Peruasan Sistem Fengelolaan oo eneelolaan ITyang dingtian 100% 1004 Rp 1004 Rp 1617000000 ok 1617000000 1004 Rp 1617000000 R L1700000 1004 Rp 1617000000 00| 8085000000
[Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
terlayani sistem airlimbah
bembangunanPenyediaan SubSistem Pengolah
vang memadai 1030520106 S:Z’:::t“"a"/ enjedizanshSisen Fengoishan Sarana dan Prasarana i Limbh yang Dibangun 206 Unit WK R 4850192000 20K % 570000000 WK% 62000000 270K % 6897000000 MR 4000000000 20K % 400000000 60K 3171719200
LA PROGRAVIPENGELOLAAN DAN PENGENBANGAN SSTEM
sttt [ oA gy g persentase saluan drinse yang berfungsi baik T8t Sam o (Re BUEOE0| SeE%  (Rp MOSOMMO| 6L R B3| St Ry M0G|  esem Ry MMTAR| 6% [Rp  SOSOUBER| 6% | SOSMBER | BINAMARGA
) Pengembangan Sistem Drainase DRAINASE
yang Berkualitas BANIARBARU
Meningkatnya infrastruktur
Irandranasealan ot yrg persentase saluan drainase jala kta yang berungs bk~ 9882% Ry BELWA|  SauR 00| BIm| Ry BsmImam|  ssw{Re 130708456 SRy 18534M30 sam(Re WA SAtH|  2072300032) BINAMERGA
berkualtas 0306201 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Veringhatnya sistem aigan ST HLangsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
o Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang
Draiase lnghungen dlam A, 6046 Gan(Rp  MASE000|  eedew|Rp 20454000000  6od|Re  2AsmA0n0|  Tadek{Re 24709300000 HaH( Ry 2200 KRy BETLA0 ToAH| 296701400 CPTAKARVA
kondisi baik sl g
1060620105 Sistem Drainase Percotaan Panjang saluran drainase alan ota yang dibangun wom( ke 33omsom|  220m{Ry 3emsoo0|  2a0m{Rp  30%ase0|  266m| R 425881030 wwml Ry aemerg0| iRy SMRGeL|  Batm|  usmen
. Panjang saluran drainase jalan kota yang
dan pemelihaaan saluran 1030620106 [Peninghatan Saluran Drainase Perkotaan Win|R 44061100 @m(fp  ABLER00|  108m|Re  AE008s|  11sm|Rp 5039711977 BnlR  Sem| smlRy S0 s9m|  29805%52711| BIVANARGA
drainase jalan kota
1.03.06.2.01.09 |Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara 4441 m| Rp 6,116,409,500 4885m| Rp 6,637,756, 760 5374m| Rp 7,276,532,436 5911 m| Rp 7,979,185,680 6.502m| Rp 8752,104,248 7152m| Rp 9,602,314,672 34.265m|  46,364,303,295)
flan
Teraksananya pembangunan [1.0306.201.14 |RehabilitesiSaluran Drainase Lingkungan Z“J:"sﬁ‘“’a"m‘"““a‘a" inglungen fang suom|Re 66TAS00|  4dddm|Rp sorgeson|  adim{Rp  Gssam|  addim|Re 7280207500 wwn|R sMeas0|  adim{Rp oSTBA0|  2addm| 43126181000
don dninase renaies! CPTAKARYA
lingkungan P luran di lan lingk:
Bung 1030620115 [Penyediaan Sarana Sstem Drainase Linglungan anjang saluan drainase jlan lngkungan 1ang soom|Re  769B00|  Lém|Rp  LaGLO0|  DeMm|Ry 1605386000  L6m|Re  U4S40|  Lem|Re 190700\ Dedim|Re  2263100|  6080m| 95963154400




‘TAEGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN UNITKERIA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM | - PADA AWAL KONDISI KINERJA PADA AKHIR DPUPR
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LOKASI
] {OUTCOME)DAN KEGATAN (OUTPLT TAHN TAHUN 1 (2021) TAHUN2 2022) TAHUN3 (2023) THUN 4 (204) TAHUN (2025) TAHUN 6 (2026) PIRODERENSTRADPUPR | PEVANGGUNGIA
PERENCANAAN WAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya
Persentase infrastruktur jalan lingkungan ki
ienkurkaa |8 10301, penmelasArEn g A | g gy ssonlRe  BON0|  mom(R 70| s R 470em00| N0k 427067800 aSEH R 42057800 SR U050 S0 2067800
yang Berkualitas :
[Meningkatnya Kondisi Jalan pada Permukiman di K; Persentase i Jalan Li yang Baik CIPTAKARYA
10307201 84.06% 85.56%| Ry 28,373,719,000 87.06%| Ry 24,210,678,000 88.56%| Ry 24,210,678,000 90.06%| R 24,270,678,000 91.56%| Ry 24,270,678,000 93.06%| Ry 24,270,678,000 93.06%(  24,270,678,000)
Lingkungan yang Baik dan Sedang Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan Sedang v g » o P o P P o P "’ o
. Panjang peningkatan jalan lingkungan yang
panjang Jalan bembangunan dan Pengembangan Infrastuktur Kawasan 2.779m) 20286m) 20.286m; 20.286m: 20286m) 20,286 m: 123209 m|
lingkungan yang Baikdan  [103.07.201.01 Pemmi " Mawasai Smg‘sbmmm st [ocane st T B 8IBT fp 70678000 B AI067800 R MAT0678000 R 200678 f 270678000 Rp 95,063,154.400
sedang i p criang peralian an ngiungen eng s 4500m) 4500m 400m s600m 4500m, B0m
perigtatna [Meningkatkan Penataan
Infrastruktur Kota - :an Gedun 1.03.08. [PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG \onis bk 100% 100%( Rp. 18,836,642,000 100%) Rp 7,317,780,000 100%| Rp 91,942,014,000 100% Rp 54,564,014,000 100%) Rp 54,564,014,000 100%| Rp 54,564,014,000 100%|
yang Berkualitas & &
arana Aparatur dung di Wilayah h
Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publi dal BANJARBARU
dan Sarena Publk deam Kondisi 10308201, i ) dan Kn:;si:’:ika"m pareirGanSarna P ceam 100% 0% Rp 18836602000 1004 Rp 7317780000 0% Rp 91992014000 100%{ Rp 54564014000 0% Ry 54564014000 1004 Ry 54564014000 1008 sasesonggen| OPTAKAIA
Baik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
, P P d Ilah gedung kantor d: blik
) 1030820102 nEsssan tan ecung antor can safana pUnlt ang iR 86600 iR esomomo|  twifR 913504000 iR S0 iR 000 iR som|  swit | &40
jumlah gedung Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dibangun
kantor dan sarana publik
dalam kondisi baik Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah |Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang
1030820013 | Rp 3unit| Rp 637,000,000 Junit| Rp 637,000,000 Junit| Rp 637,000,000 Junit| Rp 637,000,000 Junit| Rp 637,000,000 Bunit 3,185,000,000]
Kabupaten/Kota dipelihara
oG Penataan
Infrastruktur Kota sangunan dan Lingkungann 1.03.09. [PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase penataan bangunan dan lingkungannya 100% 100%( Rp. 1,461,000,000 100%) Rp 868,000,000 100%| Rp 868,000,000 100% Rp 868,000,000 100%) Rp 868,000,000 100%| Rp 868,000,000 100%| 868,000,000
yang Berkualitas ¢ Blungannye.
i CIPTAKARYA
Venirgitnya S.a an Apavamr ) [ di ‘dan Sarana Publik dalam
(dan Sarana Publik dalam Kondisi {1.03,09.2.01. Coo 100% 100%) Rp 1,461,000,000 100%( Rp 868,000,000 100%( Rp 868,000,000 100%| Rp 868,000,000 100%( Rp 868,000,000 100%| Rp 868,000,000 100%) 868,000,000
ik Dacrah Kabupaten/Kota Kondisi Baik
Meningkatnya sarana publik " . " "
alam kondisi baik 1.03.09.2.01.04 |Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan llumlah sarana publik dalam kondisi baik 6unit| Rp 1,461,000,000 4unit| Rp 868,000,000 4unit| Rp 868,000,000 4unit| Rp 868,000,000 4unit| Rp 868,000,000 4unit| Rp 868,000,000 26 unit| 5,801,000,000]
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DATA CAPAIAN UNIT KERIA
T sasaran xo0E PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUIUAN, SASARAN, PROGRAM |~ PADA AWAL KONDISI KINERIA PADA AKHIR DPUPR Lo
, {OUTCOME] DA KEGIATAN (OUTPUT) e TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) e
PERENCANAAN WAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mentghan e nekatkan
irstricurkora o0 EE0 10310, [PROGRAV PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kemantapan jalan kota 85.13% BLN(Rp 4052573492 8132%[Rp 59,578288,000 SLIM(Rp 65447100040 8L42% | Rp 65,052,782,462 SLGOK[Rp 69158964375 8L87%| Rp 7359565649 BLETH| 73595656496
yang Berkualitas PRI g
tinghat
emantapan jalan kota dan Persentase alan kota dalam kondis baik dan sedang 85.13% SLIK(Rp 12443287800 82.11%| Rp 20463,288,000 S261%(Rp 20555604440 83.19%| Rp 2054838262 wak(Rp 2071624375 84.52%| Rp 2083533249 saom| 2083533249
bangunan pelengkap alan -
Meringkatkan konekivitas antar ’
yand Kt S Persentase alan kota yang terbangun 000% 6%\ Rp 28139291652 5.08%| R 39,115,000,000 T80\ Rp 44891500000 1052%| R 4,404,800,000 B2K(RY 48417390000 15.95%|Rp 52760,324,000 1595%| 52760324000
Terlaksananya pembangunan
i 103102010 Jalan Panjang jalan kota yang dibangun 1740m| Rp 14,987,683792 2000m| rp 15,000000,000 2000m| Rp 16,500000,000 2000m| Rp 18,150000,000 2000m| Rp 19,965,000,000 2000m| Rp 21,961,500,000 11,740m|  106564,183,752)
Panjang jalan kota yang ditingkatkan 3500m| 3500 m! 3750 m| 4000m 4250m| 4500m| 23.500m BINAMARGA
Tert Konstruk
J:‘;:k::;;am rekonstruksi ) 03 10.2.01.08 [Rekonstruksi Jalan Panjang jalan kota yang dibangun trotoar 760m| gy 13,151,607,900 760m| gy 24,115,000,000 760m| gy 26,591,500,000 760m| gy 24,274,400,000 760m| gy 26,274,340,000 760m| gy 28,403,024,000 4560m| 14 809,871,900)
lembat b Tan kak
embatan penyeberangan pejalan kakiyang 0buah 1buzh 1huzh Obuah Obuzh Obuzh 2buzh
dibangun
1.03.10.201.09 |Rehabilitasi Jalan Panjang jalan kota yang direhabilitasi 6200m| Rp 7,803,266,250 6.200m| Rp 12,927,000000 623Lm| Rp 12,991,635,000 6262m| Rp 13056593175 6293 m| Rp 1312187641 6325 m| Rp 13,187,485522 wstim| 73087856087
Terlaksananye rehabilitasi
iy frisn " 1031020110 [pemelinaraan Berkala faan Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara 1278m| Rp 203,386,250 1278m| Rp 2,402,640,000 1284m| Rp 2,414,53200 1291m| Rp 2,426,726,065 1297m| Rp 2,438,860098 130m| Rp 2,451,054399 27mm| 1233730413
1.03.10201.11 |Pemeliharaan Rutin Jalan panjang jalan kota yang rutin dipelihara 2784m| Rp 3,134,478,050 2704m| Rp 3,133,648,000 2758m| Rp 3,149,316240 2772m| Rp 3165062821 2785 m| Rp 3,180,888,135 27%9m| Rp 3,196,792,576 t6502m| 1896018582
Terlaksznanye pembangunan
i 1031020112 Jembatan Panjang jembatan jalan kota yang dibangun om om 10m| Rp 1,800,000,000 10m| Rp 1580,000,000 10m| ke 2,178,000000 10m| Rp 2,395,800000 wom| 8353800000
Terlaksananye rehabilitasi/
emeliaman pantots 1031020118 [rehabiies embaten Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi 10m| Rp 1,302,157,250 10m| Rp 2,000,000,000 10m| Rp 2,000,000000 10m| Rp 2,000,000000 10m| ke 2,000000000 10m| Rp 2,000000000 m|  11302,157,250
[Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis BANJARBARU
: lasa 10311, JASA KONSTRUKSI tertb 100% 100%| Rp. 143,984,500 100%( R 235,382,500 100%| Rp 144,868,000 100%| Rp 163,340,700 100%| Rp 184258055 100%| Rp 200,013,50) 100% 204,013,550
yan Berkualitas [Konstruksi. i
Meringkatya ketersedizan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan [ Persentase layanan yang sesuai dengan bobat ayanan
? 10311202, ] ; ! 100% 100%| Rp 23,265,000 100%| Rp 23,265,000 100%| Rp 26750000 100%] Rp 29,425,000 100%| Rp 32,367,000 100%| Rp 33985350 100% 33,985,350
informasi Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten/Kota ienis informasi jaa konstruksi menurut SPM PU
renuiudnya ketersediazn Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Jumiah layanan yan sesuai dengan bobot informasi
informasi jasa konstruksi yang |103.11.20201 | - 5 P ¥ Yanan yang 8 7layanan| Rp 23265000 7layanan| Rp 23265000 7Layanan| Rp 26750000|  7layanan| Rp 29,425,000 7layanan| Rp 32,367,000 7layanan| Rp 33985350 42 Layanan| 169,057,350)
Konstruksi asa konstruksi yang ditetapkan dalam SPMPU
ditetapkan dalam SPM PU
Terpenuhinya rekomendsi tekris| Penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan [Persentase rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan KONSTRUKSI
UK yangterslesaansesai (10311205, (¢ oot domcop vane 100% 100%| Rp 33,399,500 100%| Rp 33,399,500 100%| Rp 38,400,000 100% Rp 42,240,000 100%| Rp 46,464,000 100%| Rp 48,787,200 100%) 48,787,200
dengan SOP &
I
::;::‘::::? :’:k:f::: o liosanagsr [Pekumean/Fasilitesi Pemyelenggaraan Penerbitan umah rekomendasi teknis 1UJK yang terselesaikan 0 N 3399500 20 13399500 2 18400000 20 . 12200000 20 16464000 20 N 18787200 180 212690200
enman s0r vl 0302 | gekomendasi Teknis 1UJK Nasional sesuai dengan SOP Rekomendasi | * 335500 gekomendasi | 7399500 | g ekomendasi | P 4000001 geromendasi | P 200001 ekomendasi | ° A0 ekomendasi | P 187, Rekomendasi 590
Meringhatnya paket pekerizan
yane dilakukan pengawasan ) [Prosentase paket pekeriaan yane dilakukan pengawasan
Tertib Usaha, Tertb Penyes Te
terhadap tertib usaha, tertib  [1.03.11.2.04, ::::::::" 7::::;;; k;mb enyelenggaraan dan Tertib i i i 100% 100%| Rp 87,320,000 100%| Rp 178,718,000 100%| Rp 79,718,000 100%| Rp 91,675,700 100%| Rp 105,427,055 100%| Rp 121,241,000 100%| 121,241,000
penyelenggaraan dan tertib |pemanfaatan jasa konstruksi
pemanfaatan jasa konstruksi
Terlak
(:v'h:d?":e":bi"f;w:::;:} Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib lumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan
e e ooty [1031120803 |Pengelenggaraan, dan Tertib emanfastan Jasa terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 0paket| Rp 320000 30paket| Rp 178718000 | 30paket| Rp 78718000)  30paket| Rp 91,675,700 0patet| fp 105,427,055 30paket] fp 121,241,000 180paket| 664099755
penyelengg Konstruksi tertib pemanfaatan jasa konstruksi
pemanfaatan jasa konstruksi




‘TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN UNITKERA
INDIKATOR KINERIA TUIUAN, SASARAN, PROGRAM |  PADA AWAL KONDISIKINERIA PADA AKHIR DPUPR
TUUAN SASARAN KoDE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokas!
U (OUTCOME) DA KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) PR
PERENCANAAN WAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningatian Penyel Perentase tersel nat i
nfrastruktur Kota |\ e oo P TYEENBBIZAN | g gy PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LA S R 100% 6633%| Rp 1818777,500 70.00%| Rp 1,769,607,000 78.00%| Rp 2,251,683,000 90.00%| Rp 3423851,300 98.00%| Rp 282630 |  100% | Rp 1,325,060,073 00| 1325060073
" Penataan Ruang. dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
[yang Berkualitas
Mewujudkan tertib Penet: R Tata R Wilayah (RTRW) dan Re Persent: R TataRu dan Re
ewsjckan et erencandan |, (. gy [Penetapan Rencara Tata Ruang Wiyah (RTRW)danRencana | Pesetase penyusunan Recana Tata Ruang danRencna |y o 1583%| Rp 1,403,091,000 25%| Rp 1,090,227,500 a5 Rp 1,550,000,000 5% Rp 2,200,000,000 95%| Rp 1,900,000,000 100%| Rp 450,000,000 100% 450,000,000
tata ruang kota Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Rinci Tata Ruang
Tersedianya dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, i dokumen Rencans Toa Roang Wilaioh o
Rencana Tata Ruang Wilayeh [1.03.12.2.01.01 |Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW o it & Wilayahyang 0ok 0Dok 100k| Rp 350,000,000 100k 350,000000.00 0ok 0ok 0ok 200k 700,000,000
sudah di Perdakan
(RTRW) (abupaten/Kota
Tersedianya dokumen belaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, i dotumen Rencana find Tata uang o
Rencana Rinci Tata Ruang |103.1220102 {fonsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR ot E1ane 0Dok 000k 0Dok 0Dk 200K #p 700,000,000 200k #p 700,000,000 100K o 350000000 sook| 1750000000
(&) Kabupatenfota
I dokumen tek penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan |lumlah dokumen teknis Rencana Tata R
ersusunnya dokumen teknls 1, o 1, ) gy gg |Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan lumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang 200k 200 Rp 1,403091,000 100k| Rp 744,227,500 200k| Rp 1,100000,000 200k| Rp 1,500,000,000 100k| Rp 1,100000,000 0ok 8ook|  5847,318500)
Rencana Tata Ruang (RTR) uang disusun
Tersosialisasinya Kebilakan
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan [lumlah Kebijakan dan Peraturan Penataan Ruang
dan Peraturan tentang 1031220104 0Dok 0Dok 0Dok 1Dok| Rp 100,000,000 0Dok 200k| Rp 100,000,000 200k Rp 100,000,000 5Dok 300,000,000
bidang Penataan Ruang angtersosialisasikan
Penataan Ruang TATARUANG
e et pemanaatan | Koordinsidan Sikenisas emanfatean Ruang Derah Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan 0% o0 e 1415650 o - o0 e 00m0 o 00000 o e S300000 o e 00000 o0 0000
ruang kota Rencana Tata Ruang
Terselesaikannya perizinan vt dan Snkanisast emanfaatan e ook BANIARBARU
oordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untu
2in Penggunaan Pemanfaatan [103.12.2.03.01 & Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan 100% 100%| Rp 314,156,500 100%| Rp 473809500 100%| Rp 480,000,000 100%| Rp 480,000,000 100%| Rp 180,000,000 100%| Rp 180,000,000 100%  2,708,006,000
Investasi dan Pembangunan Daerah
Tanah (1PPT) dari pemohon iin
Tersedianya sistem in Jumlah Sistem Infomasi & tersedia d
ersedianga sistem InOMast | 31920302 [Sistem Informasi Penataan Ruang umiah Sistem Infomas| Ruang yang tersedia can . 1 Rp 500,000,000 1 Rp 100,000,000 1 Rp 100,000,000 3 700,000,000
ruang terupdate
eringkataya pengendalian T )
Koordinasi dan inkronisasiPengendalian Pemanfataan R
pemanfaatan ruang yang sesuai [103.12.2.04, Dm:‘i:'b:p"“;""/:n':”' ngencalan Pemantataan RUAE | o sentase penertiban pemanfaatan ruang 100% 100%| Rp 101,530,000 100%| Rp 201,530,000 100%| Rp 221,683,000 100%| Rp 213,851,300 100%| Rp 268,236,430 100%| Rp 205,060,073 100%) 295,060,073
tata ruang
Bertamoahnya lokas!
Jumlah lok dievalussi ke
perizinan yang sesuai dengan |, o5 1) 5 04 04 |oordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang umiah jokast perizinan yang Clevaluast kesesuaian | - gy g S0lokasi| Rp 101,530,000 50lokasi| Rp 201,530,000 S0lokasi| Rp 221,683,000 50lokasi| Rp 243,851,300 50 lokasi| Rp 268,236,430 S0lokasi Rp 295,060,073 0 lokasi| 1331890803
perizinan dan peruntukan perizinan dan peruntukan ruangnya
ruangnya
reraganya )
Meningkatoya Pengelol persentase |
Kelstarian rirgkatnya ereelolaan 116y lopogram eniEse 00u% 0002%| Rp 232,097,500 004%| Rp 4321997500 0046%| Rp 475,197,250 0047%{ Rp 4,349281,155 00| Ry 4946266819 00515 Rp 505,192,155 0051%| 505,152,155
)  IKeanekaragam Hayati. umum yang terbangun
Linghungan Hidup
Verighatnya uasan RTH di Luasan RTH lingkungan perumahan/fasiltas umum yai THTARUMNG
lingkungan perumahan/Fasiitas [2.1104.201, |Pengelolaan Keanekaragaman Hayai Kabupaten/Kota N Y ream T6820m| Rp 23050 7984m| Rp sangnso|  smam R a7sa197250|  ssa2em| Rp amsasiics| sseam Ry 46266819 omMm | Rp 505,192,155 sisdmy  5005192,155
umum yaneg terbangun e
ToKasT RTH
Jumlah lokasi RTH ingk hanffaslitas | 6ok Iok Jok lok Iok lok Iok 35lok
ingkungan 2.11.042.01.0¢ [Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) unlah lokas’ RTH lingkungan perumahan/fasiitas | - lokasiyang | 6lokasiyang | 2am007500| £ | g 4301997500 | ©106S V"8 | g 4750197250 810K V2N [ 0o 43i8281,105 | ©1oKsivene s9t6266819| ©1ORST N | o) 5,045,192,155 oRasIVanl 56 219,032419)
perumahan/fasilites umum umum yang terbangun dibangun | dibangun dibangun dibangun dibangun dibangun dibangun dibangun
s
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam
mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan
seberapa efektif dan efisien pelayanan pemerintah daerah disediakan dan sasaran

dicapai.

Indikator Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka
menengah yang tertuang dalam RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti
terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Predikat akuntabilitas kinerja

BB BB A A A A A A
perangkat daerah
1.
Cakupan pelayanan internal yang
P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
difasilitasi
Persentase peningkatan
18.83% 24.34% 35.24% 44.17% 53.19% 61.89% 70.07% 70.07%

perlindungan banjir

Persentase luas daerah irigasi
kewenangan kota yang dilayani 60.00% 64.09% 69.35% 74.61% 79.88% 85.14% 90.40% 90.40%
oleh jaringan irigasi

Persentase rumah tanggayang | Layak=23,43% | layak=17,58%( Layak=11,72%| Layak=5,87% Layak=0%| Layak=0%| Layak=0% Layak = 0%

mendapatkan akses air minum py—
melalui SPAM jaringan perpipaan | Aman=71,97%[ Aman=71,97%( Aman=85,97%| Aman=92,97%| Aman=100%( Aman=100% “| Aman=100%

. 100%
3 |dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi terhadap seluruh
rumah tangga di Kota Total =95.40%| Total = 96,55%| Total=97,70%| Total=98,75%| Total =100%| Total =100%| Total =100%| Total =100%
Layak = 87,74% | Layak=88,30%| Layak=88,87%| Layak=89,43% Layak=90%| Layak=90%| Layak=90%| Layak=90%
Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap
4. Aman=12,26% | Aman=11,70%| Aman=11,13%| Aman=10,57% Aman=10%| Aman=10%| Aman=10%| Aman=10%

layanan pengolahan air limbah
domestik dikota

Total =100% Total =100% Total =100% Total =100%| Total =100%| Total =100%| Total =100%| Total =100%
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Persentase saluran drainase yang

5. berfungsibaik 79.64% 57.87% 59.85% 61.41% 63.51% 65.68% 67.94% 67.94%
Persentase infrastruktur jalan

6. | ngkungankavasan permukiman | o, 85,561 87.06% 88,56 0067 9156 062 062

" |dikawasan strategis kota dalam 400 5508 7:05% 0% 90065 91.30 93064 93064
kondisi baik
Persentase gedung negara milik

7. |pemerintah daerah dalam kondisi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
baik
Persentase penataan bangunan

8. ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan lingkungannya

9. |Tingkat kemantapan jalan kota 85.13% 81.21% 81.32% 81.33% 81.42% 81.60% 81.87% 81.87%

Persentase Layanan Informasi
dan Rekomendasi Teknis serta
pengawasan terhadap tertib
10. . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa

konstruksi

Persentase terselenggaranya
penataan ruang sesuai dengan " 66,332 y .00 y 8.00% ) y
. ' 100% .33% 0.00% .00% 0.00% .00% 100.00% 100.00%

Rencana Tata Ruang Wilayah 3 7 7 ? ’

(RTRW)

Persentase luasan RTH
12.|lingkungan perumahan/fasilitas 0.041% 0.042% 0.044% 0.046% 0.047% 0.049% 0.051% 0.051%
umum yang terbangun
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Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Banjarbaru

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 154,407,350,737| 243,672,998,335, 335,465,078,699 280,821,131,299 274,417,809,541 282,183,955,592 282,183,955,592|
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 154,407,350,737 243,672,998,335, 335,465,078,699 280,821,131,299 274,417,809,541 282,183,955,592 282,183,955,592|
RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 154,407,350, 672,998, 65,078, 6! 280,821,131,2¢ 274,417,809,541 282,18 2 282,18 2
PENATAAN RUANG 54,407,350,737 243,672,998,335 335,465,078,699 ,821,131,299 74,417,809,541 1183,955,59 4183,955,59:
Predikat akuntabilitas kinerja o
h Nilai BB BB| 4,935,962,085 Al 5169,902,185 A 5,170,902,185 A 5,170,902,185 A 5,170,902,185 Al 5,170,902,185 A 5,170,902,185
L0301 PROGRAM PENUNJANG URUSAN perangkat daera
PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan pelayanan internal yang
difasilitasi % 100 100  2,675,339,810 100  2,032,961,810 100|  2,156,250,000 100 2,177,122,500 100 2,201,125,875 100 2,228,700,000 100(  2,228,700,000
Persentase peningkatan
; > % 18.83 24.34|  7,531,891,500 35.24 | 64,759,726,000 44.17 60,000,000,000 53.19| 36,200,000,000 61.89 | 36,000,000,000 70.07|  36,200,000,000 70.07| 36,200,000,000
perlindungan banjir
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
o DAYAAIR (SDA) Persentase luas daerah irigasi
kewenangan kota yang dilayani % 60.00 64.09|  9,013,811,750 69.35| 21,141,610,500 74.61(  21,141,610,500 79.88 21,141,610,500 85.14|  21,141,610,500 90.40 21,141,610,500 90.40(  21,141,610,500
oleh jaringan irigasi
Persentase rumah tanggayang Layak = 23,43% | Layak = 17,58% Layak = 11,72% Layak = 5,87% Layak = 0% Layak = 0% Layak = 0% Layak = 0%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN mendapatkan akses air minum
. L . o " Aman =
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN |melalui SPAM jaringan perpipaan Aman = 71, 97% [ Aman = 71, 97% Aman = 85,97% Aman = 92,97% Aman =100% Aman =100% Aman =100%
1.03.03 . . % 3,668,606,000 11,550,000,000 12,705,000,000 13,975,500,000 3,000,000,000 [100% 3,000,000,000 3,000,000,000
AIR MINUM dan bukan jaringan perpipaan
terlindungiterhadap seluruh
rumah tangga diKota Total = 95.40% | Total = 96,55% Total = 97,70% Total = 98,75% Total = 100% Total = 100% Total = 100% Total = 100%
Layak = 87,74% |Layak = 88,30% Layak = 88,87% Layak = 89,43% Layak = 90% Layak = 90% Layak = 90% Layak = 90%
Persentase rumah tangga yang
103.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN mendapatkan akses terhadap . Aman = 12.96% | Aman = " s Aman= 1.13% Aman= o] 6 Aman=10% 68 Aman = 10% Aman=10% Aman = 10%
.03, PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH _[layanan pengolahan ar mbah man = 12,26% | Aman = 11,70; 4,850,192,000 [ Aman = 11,13; 5,700,000,000 [ Aman = 10,57 ,270,000,000 [ Aman = 10; ,897,000,000 [ Aman = 10; 4,000,000,000 [ Aman = 10; 4,000,000,000 [ Aman = 10% 4,000,000,000
domestik di kota
Total =100% | Total = 100% Total = 100% Total = 100% Total = 100% Total = 100% Total = 100% Total =100%
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase saluran dranase yang| 6 87| 28,182,747,600 8 64,840 61 8,342,771,32 6 2,067,048,456 65.68|  46,163,753,302 6 128,632 6 0,570,128,632
203, PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE [ berfungsibaik 79-64 57.87 182,747, 59-85| 34,957,064,84 41 38,342,771,324 3.51  42,067,048,45 5. 46,163,753,3 7.94 50,570,128,63: 7-94 | 50,570,128,63.
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Persentase infrastruktur jalan
103.07 PROGRAM PENGEMBANGAN lingkungan kawasan permukiman 84.06 6| 28 8706 . 88.56 - 6 8 6 P 6 P 6 -
.03, PERMUKIMAN dikawasan strategs kota dalam 4.0 5.56]  28,373,719,000 7.06 [ 24,270,678,000 .56 24,270,678,000 90.06|  24,270,678,000 91.56| 24,270,678,000 93.0 24,270,678,000 93.06 | 24,270,678,000
kondisibaik
PROGRAMPENATAANBANGUNAN | Creentase gedungnegaramilk
1.03.08 GEDUNG pemerintah daerah dalam kondisi 100 100 | 18,836,642,000 100|  7,317,780,000 100| 91,942,014,000 100  54,564,014,000 100 54,564,014,000 100|  54,564,014,000 100 | 54,564,014,000|
baik
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN P
1.03.09 06 u ers,entase penatazan bangunan 100 100| 1,461,000,000 100 868,000,000 100 868,000,000 100 868,000,000 100 868,000,000 100 868,000,000 100 868,000,000
DANLINGKUNGANNYA dan lingkungannya
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kota 85.13 81.21| 40,582,579,492 81.32| 59,578,288,000 81.33| 65,447,104,440 81.42|  65,052,782,462 81.60 | 69,158,964,375 81.87(  73,595,656,496 81.87| 73,595,656,496)
Persentase Layanan Informasi
dan Rekomendasi Teknis serta
1.03.11 PROGRAMPENGEMBANGAN JASA pengawasan terhadap ertib 100 100 143,984,500 100 235,382,500 100 144,868,000 100 163,340,700 100 184,258,0° 100 204,013,550 100 204,013,550
o KONSTRUKSI usaha, tertib penyelenggaraan 43,984,5 35,362,5 44,865, 3/340,7/ 4,258,055 4,013,55 4,013,55
dan tertib pemanfaatan jasa
konstruksi
Persentase terselenggaranya
10312 PROGRAM PENYELENGGARAAN penataan ruang sesuai dengan , 6 818 606 8 . e g 2748236 . 325 06 ; 506
.03. PENATAAN RUANG Rencana Tata Ruang Wilayah 00 33 ,818,777,500 70.00 | 1,769,607,000 78.00 ,251,683,000 90.00 3,423,851,300 93.00 ,748,236,430 00 ,325,000,073 00 ,325,000,073
(RTRW)
Persentase luasan RTH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN lingkungan perumahan/fasilitas 0.041 0.042| 2,332,097,500 0.0 21,997,500 0.046 754,197,250 0.047 849,281,1 0.0 6,266,81 0.051 045,192,1 0.051 045,192,1
11 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ujuméngpterbangun -04 -04. ,332,097,5 -044]  4,321,997,5 .04/ 4,754,197,25 .04 4,849,281,195 -049 | 4,946,266,819 -05 5,045,192,155 -05 5045192155




BAB PENUTUP
vin

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah
Banjarbaru yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Sasaran Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan

nasional di Kota Banjarbaru.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan
RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD Kota Banjarbaru.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam
Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan solusi yang
paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang.



Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti
(prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak
adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang ini.

Banjarbaru, 10 Juli 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Ruang Kota Banjarbaru

Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002
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Tabel T.C 27
Rencana Program, i Sub i dan Dinas j Umum dan Ruang
Kota Banjarbaru

‘TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN

I, SASARAN, PROGRAM | PADA AWAL

KODE PROGRAM,

Ein TAHUN 1(2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) ‘TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026)

Rp

Rp Rp Rp Rp R

(21)

Meningkatnya nilai AKIP SKPD.

Meningkatnya penatausahaan

103.01.2.0101

SKPD yang
10120195 | pealsas inerja SKPD tersusun sesuai ketentuan 35373750 72250

sumiah Laporan Capaian Kinerja dan ihisar realisasi inerja
1.0301.20106 SKPD dan Laporan hasi koordinasi penyusunan laporan
[ capaian kinerja dan khtisar reasas inerja SKPD.

m i

-

m — m — m — m i —

o M o o N o

1030120201 [penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [ sumiah orang yang menerima gafl dan tunjangan ASN

s90rg/bulan | Rp 6314.188.430|

590rgbulan | Rp 6314183430  s90rgbulan | Rp 6314.188.430| s90rgbulan | Rp. 6314183430| s90w/bulan | Rp 6.314.188.430|

ngan

1030120205

- g 62527000 g ©2870%0

Meningkatnya penatausahaan Aset
DPUPR sesual dengan perundang-
undangan

-- — e
-- e

Meningkatnya penatausahaan
kepegawaian

Meningkatnva oelavanan sarana.

1030120205 3 oordinasipenyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan umiah aporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala
LO20120207gytanan/Triwulanan/Semesteran 5KPD. sesuai ketentuan Haporen | o 15000000| - tizperan | e 16000000

N n
* o N nn v o m N -

" m“;mn hid 30&53000 " MM;M " 30863900

m i 75000000

-m * 161028500 *® 1o

1030120604 [penyediaan Bahan Logistik Kantor 1umiah 83han Logistik Kantor yang tersedia

1030120604 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor [sumiah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

Tt | w 1574850
m * 1080 e i m * 13974850 hd 129748

6580k 6580k

1030120605 |Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o X
Jumiah penggandaan yang tersedia 49,500 Lembar 49,500 Lembar

| I N PO R PR
| [Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

_m i 210622000 m i 20900090

103.01.2.0606

m i 1740000 m i 17490900 1200k i 1749000 m i 17490000

103.01.2.0609

—— s

1030120610 [Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. | sumiah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

otpon | 261297000
m e 9050

ot |10 [P T [ [ T 125700
m e 49990500’(9 19590500 e 49590500 i 22050

1030120705 [pengadaan Mebel [sumiah Peket Mebel yan disediakan

1030120706 |pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

sumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli Bus | R Bune | R

SEKRETARIAT




‘TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN

[ one | @ | e [ w e [ e e | e | oww [ @ [ e [ e [ e | oW |

103012071 g, o nan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang disediakan 13 Unit Re 171.854.000

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik [ Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alrdan Listrk dan 5 Jenis Rp. 183.000.000| 5 Jer Rp. 183.000.000
1030120802 [penyediaan Jasa omunikasi,sumber daya airdan sk e 2uaporan | 1 255000000
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor limish Laporan Penyediazn 2:a Pei2yanan Uimim Kintor 12 Laporan Ro. 353.569.360

penyedisan asa Pemelharaan, iaya Pemeliharaan dan Pk [Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Oinas
ey Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya it . 30885000

Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan [1umiah kendaraan dinas Operasional yang terfasiasipajak
penyediaan Jasa Pemelinaraan, iaya Pemeliharaan, Pajak dan [umiah Kendaraan Dinas Operarsional atau Lapangan yang
1030120902 |persinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan dipelinara dan cibayarkan pajak dan perzinannya A 389639500

O e ey B O O N e
R Ca—T

pemelinaraan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/
Bangunzn Lainnya yan dipelinara i oo hd 160000
Pemeliharsan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung | Jumiah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

hd oss00 e 0885000 hd 28800 “ hd -

FIT Y 3ss639500|  20Unit Rp 3969500 20U | Rp 389639500 20Unit R 389.639.500)

D | o | o] e | | | w oo

e 20000000 hd 20000000 e 20000000 e 200000009

“ i e e e i e i ” zwm

1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Panjang sungai dan Sumber Daya Alr lainnya yang dipellhara Re 4.967.061.500 8386m Re 6.970.271.000
Panjang Tebing dan tanggul Sungai (m)

i o160 “ hid ©12603638% i f1e3680 “ i £126363.8%0
1020220148 [opers dan emalivaraan Embungcan enampungan Artaomya i Enbungangdethars s T - e ]
1030220145 |opera dan Pemelharsan Embung dan Penampungan A Lannya | ISR EVBUNE i Penampunan A onya yang Rl s120000) w 312000000

m i Srosse m i i m i Srossen m i °Hosse)

{:'TS‘NW'"Kai"“""““"""" 1030220214 |RehabilitasiJaringan Irgasi Permukaan Panjang Jaringan Irgasi Permukaan yan direhabilitasi ~n 1183.577.000




‘TARGET KINERJIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN
TuuAN SASARAN KoDE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN mmu[;n;z:a;::;;m;::g:ﬁmmaw o TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) O o PRGN GIAAS
Target Rp Target R Torget Rp Target R Target "o Target Rp Target "o
10302202001 waskm |w e | sk |w e | nsskm [w e | suaxn | v 1776172000

[ Meningkatkan intervensi sensitive.

[ melalui Pengelolaan dan
[Pengembangan SPAM dan SPAL.

Meningkatnya jumlah KK yang.
mendapatkan akses air minum yang.

CPTA KARYA

1030320107 a22am | Ao 3668605000 | 2000m | Rp 11550.000.000 B Rp - B Ro - ®p - - Rp - - ®p .
Pemantaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan
103.032.0107  |perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 784 ® - - - - 1 - -
rluasan SPAM Jaringan Perpipaan di ki perkoti = st P 7845171000 Rp Rp Rp #p
suriah sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan
1.03.03.2.01.0032
Sistem Penyediaan Alr Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan sask [ Re 7845171000 sa1sR Rp 7845171000 sa1sR Ro 7845171000 sa1sR Ro 7845.171.000)

[ Meningkatian Intervens sensitive

Meningkatnya jumlah KK yang,
tertayan sistem ar limbah yang
memadai

Rp 10.542.356.000

Rp 10.542.356.000

Rehabiltas/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Alr imbah N .
Laos2c0s  [pon el e Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan 100% 100% 3 0% | 1617000000

Limbah CPTA KARYA
103052010 | pomesti Terpusat Skala Kota optimalisas SPALDT Skala Kota A 1270680000
1.03.05.2.01.0033 [ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tija B NG w0081 | e 1.270680.000 a 120680000 100kT | Re 1270680000 a0kt | R 1.270.680.000)
10302010058 | iseaso) Dioperasikan dan Dipelinara
1.03.05.20106 Sarana dan prasarana Al Limbah yang Dibangun 206 Unit w0k | w ags0192000 | 20k | mp 13.030.000.000
1.03.05.20106 ki sep 208r [ ke 9271676000

Tlet dan Tangi Septk

10205201009 [Vl e ECTU sanemwon|  sosrT | samemso0|  sosRT e samezsom| 3Rt | Ao 9.271676.000)

Meningkatan Kualitas
Infrastruktur Kota Bidang PUPR

1030620105 |Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang saluran drainase alan kota yang dibangun 2000m | ko 331005100|  2200m | R 3.613.480.000
1030620105 |Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun 39mm | 6271.508.000
1.03062010029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan sumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun sssm | Re 6271508000 3983m "o 6271508000 3983m | R 6271508000  1s932m | e 6271508000
1030620106 |Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang sluran drainase jalan kota yan ditingkatkan srm | Re saa0667.00|  987m Ro 4251.828.080
Terlaksananya
1030620106 Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan som [ Rp 2852932300 SUMBER DAYAAIR
kota
1.0306:201.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan sumlah sistem Drainase Perkotaan yan Ditingkatkan &om Ro 2852932300 "o 2852932300|  600m Ro 285299230 2400m Rp 2852.932.300
1030620109 | Operasidan Pemeliharaan Sistem Drainase Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara saam | 6116409500]  agssm | R 6.637.756.760
1030620109 |Operasidan Pemeliharaan Sistem Drainase: Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara 2727m | 2895.455.100
103062010031 |Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan ol E R e K 1309m | Rp 2895455100)  1369m Rp 2805as5000)  139m | ke 2895455100| 5306 m [ 2.895.455.100)
1030620114 |RehabilitasiSaluran Drainase Lingkungan saom ke 6erss0s000| amtm | R 5007.969.000
1030620114 |RehabilitasiSaluran Drainase Lingkungan [ 132m | Rp 2199.033.070
1.0306:2010019 | Operasidan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan [T IR AT AT e65m Ro 2199033070 ®p 2199033070 665 m Ro 2199033070 2660m Ro 2199.033070)
Tertaksananya pembangunan dan Terpelinara
pemelinaraan drainase lingkungan
1030620115 |Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan 6oom | o 7630815000|  12604m | Rp 15.446.031.000
1030620115 |Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan Jumiah Sarana sistem drainase lingkungan yang disediakan 7t | o 11749710520
1.0306201.0020 |optimal m Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisssi 7Unit Ao 11749710520 Rp 1789710520 7uUnit Ap n7a9710520(  28Unit Ao 11.749.710.520|

Meningkatnya panjang Jalan
Lingkungan yang Baik dan Sedane.

103.07.2.0101

i Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

21.779m

20.286m

Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan

Rp 2373
507am

4500m

20.270678.000

CPTA KARYA

1030720101

Jumiah sist

1225istem
Jaringan

22590601400 - Rp .

Rp 22.590,601.400|

Meningiatkan Kuaitas
infrastruktur Kota Bidang PUPR

Meningkatnya jumlah gedung
kantor dan sarana pubik dalam

Kondisi baik

Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam
kondisibaik.

CIPTA KARYA

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan
Losmzonoz [ o sumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun 1ot | R 18836542000 1t | Re 6680.780.000

P pemb:  Pembangunan, Pengawasan

okumen s
130820102 Gequng Daerah Kabupaten/Kota o o 34174662000
Pemantat  Pemanfaatan, Pelestarizan

1.03.08.2.01.0021 Dokumen 80okumen | Rp 34174662000 8Dokumen | Rp 34174662000  8Dokumen | Rp 34174662000  32Dokumen | Rp 34.174.662.000|
1030az0113  |Femeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah sumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara Ro A s "o 637.000.000




TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGA PENDANAAN
oATA caPAAN
INDIKATOR KINERIA TUJUAN, SKSARAN, PROGRAM | PADA AWAL onos! i
TuAN sasaRAN xope PROGRAM, KEGIATAN DAN SUS KEGIATAN
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) FTon] TAHUN 1 (2021) TAHUN 2 (2022) TAHUN 3 (2023) TAHUN 4 (2024) TAHUN 5 (2025) TAHUN 6 (2026) i e D
Target " Target " Target " Target " Target " Target v Target v
oo S G D vt/ ang
reiaran danpraustan sngunan Geding Dseon
LTS it oiskan emlrean dan et e | 0836500
o e Geding s eperiganSraeg
103082010018 |7 sy p el "'u 'ﬂ ot EHIER 3unit Ry 860.436.500 3unit Ry 860.436.500 3unit Ry 860.436.500 12 unit Ry 860.436.500|
untuk Kepentingan Strategis Dacrah Kabupaten/Kota. berkala: Gedung. o " o ° o " o "
awTararva
ety sana ublk s |, 03056104 pemtraansagunan danLngeungan [ ——
Meningkatkan Kualitas
I ota FUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kota 54.115.000.000
1021020105 [sembangunan sin [ — v [r wsmenm|  woom | 15000000
retssanany prmbanguran s
s 1031020105 [pembangunan sin [ — wskn [ amzna0
103102010032 [sembangunan sin anjngstanyng iangun woskn |5 e R e | vwexn | ko -
raiang an ks yon dinatin 5500m 5500m
1021020108 [k [E———— om | mwsiense] wom | 2500000
- mbstan peryebrsngon petan sty abngin oo Louan
ot
1031020108 st anjng sanyng il Rekorsrc aan sasin | w0 1522800
1031020103 [seonsrta [ — s |5 ssansa| e | ssansa| renem | ssansan| gsnn | m  issazmsa
1021020100 _sensta s g o ot yong arenabis sa0m |0 ranzssas0] _ommm | 1252700000
oA R
1031020100 reroias s [ ——— wasin_| w0 s gm0
10310201000 _[reroitas rang sanyngDrehabitas S| e I S| sonm | swenmo] s | S50
1031020110 _[semetmaraan erata s Panang 3 yag secaa el dpeinar | w w0 _1zmm | 2026000
retokamanya habits/ 1631020110 |pemetharsanseiata ranng sanyang it Pmatvraan secaa sl wonen | v o284158.10
10310201003 _[pemetmarsanenasen reng senyng Dipeinarsecr ek s | e e S| sz | smrsoi0] sz | 529415910
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